BAB I.
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) merupakan
dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun.
Penyusunan Renja Perangkat Daerah merupakan amanat Pasal 15 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Perangkat Daerah disusun oleh setiap Perangkat Daerah
termasuk oleh Kapanewon Piyungan. Renja Kapanewon Piyungan Tahun
2025 memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai
indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat
Daerah. Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2025 akan menjadi pedoman
dalam menyusun RKA Tahun 2025 dan digunakan sebagai tolok ukur
pengukuran kinerja Tahun 2025.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara
simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan
RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan
dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1. Gambar
tersebut menjelaskan bahwa Renja Perangkat Daerah disusun dengan
mengacu pada RKPD dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah serta

menjadi pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah.



Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
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Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja
Kapanewon Piyungan Tahun 2025 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

a. Persiapan penyusunan,

o

Penyusunan rancangan awal,

Penyusunan rancangan,

o o

Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,

o

Perumusan rancangan akhir, dan

=

Penetapan.

Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2025 disusun dengan berpedoman

pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan



Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, hasil evaluasi Renja

Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 tahun

2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Kapanewon Piyungan Tahun

2025 adalah sebagai berikut:

a.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan

Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5339);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah
Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
264);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana



Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun
2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D
Nomor 14 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri
D Nomor 12 Tahun 2010);

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang
Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul
(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten



Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul
(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-
2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);

m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan
Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);

n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon
(Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 51);

o. Peratuan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2024 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2024 Nomor 34).

1.3 Maksud dan Tujuan
1.3.1. Maksud

Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun untuk menyesuaikan
gambaran kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan
kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka
pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah
sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang
akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah
sebagai berikut:
1) Sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana

Kegiatan dan Anggaran (RKA) Tahun 2025.



2) Sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2025 adalah
sebagai berikut:
BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan
Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-
2026

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Derah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP



2 BABII.
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan
Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026
Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan capaian
Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 mencakup:

1. evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2023,
2. evaluasi Tahun 2023 tersebut dikaitkan dengan pencapaian target
Perubahan Renstra Kapanewon Piyungan Tahun 2021-2026
berdasarkan realisasi program, kegiatan, sub kegiatan yang telah

dilaksanakan Tahun 2022 dan perkiraan realisasi Tahun 2024.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2023
digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja,
penyerapan dana dan kendala yang dihadapi selama Tahun 2023. Selain itu,
evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2023
dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program, kegiatan,
subkegiatan Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2023 dapat dicapai dalam
rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat
Daerah Tahun 2021-2026 serta sasaran dan prioritas pembangunan

Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
Tahun 2023 dan capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-
2026 disajikan pada tabel berikut:



Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan

Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Piyungan

Target | Perkiraan Realisasi Kinerja
Target dan Realisasi Kinerja Kinerja pada Perubahan Renstra
Tahun 2023 Tahun Tahun 2021-2026 s.d
Target L 2024 Tahun 2024
.o Realisasi :
Kinerja Kineria pada Perkiraan
Urusan/Bidang Indikator Kinerja | Kondisi Akhir Perujbaian Tingkat
Kode Urusan dan Program/ pada Renstra Capaian
Program /Kegiatan/ Kegiatan/Sub Perubahan Target Realisasi | Tingkat Perkiraan Realisasi
. ) Tahun 2021- .o L Y .
Sub Kegiatan Kegiatan Renstra Kinerja Kinerja | Realisasi Realisasi Perubahan
2026 s.d L
Tahun 2021- Tahun 2022 Tahun Tahun Tahun Kinerja s.d Renstra
2026 2023 2023 2023 (%) Tahun 2024 Tahun
2021-2026
s.d Tahun
2024 (%)
(8) = (10) = (5+7+9) (11) =
1 2 3 4 5 6 7 9 atau (10) =
(1) ) &) () (5) (6) (7) (7/6) ©) 1 10 (1074
PROGRAM (v} 100 persen 100 100 100% 100 100 persen 100%
PENYELENGGARA persen persen persen
Cakupan
2.22.0 AN Pembinaan
: 8 : KEISTIMEWAAN Kelembagaan
YOGYAKARTA Adat dangTradisi
URUSAN
KEBUDAYAAN
2.22.0 | Adat, Seni, Tradisi | Capaian kinerja (0] 100 persen 100 100 100% 100 100 persen 100%
8.5.07 | dan Lembaga | Pembinaan Adat, persen persen persen
Budaya Seni, Tradisi dan
Lembaga Budaya




2.22.08 | Gelar Budaya Jogja | Mangayubagyo 0 1 event 1 event 100
.5.07.0 Pelantikan
9] Gubernur dan
Walkil
Gubernur
Gelar Seni 0 1 event 1 event 1 event 100 % 1 event 3 event 100
Budaya dalam
rangka Hari
Keistimewaan DIY
4.01.0 | PROGRAM Persentase 100 persen 100 persen 100 100 100 % 100 100 persen 100 %
4 PENYELENGGARA | Perencanaan dan persen persen persen
AN Pengendalian
KEISTIMEWAAN Urusan
YOGYAKARTA Keistimewaan
URUSAN yang Berkualitas
KELEMBAGAAN
DAN
KETATALAKSANA
AN
4.01.0 | Perencanaan dan | Capaian kinerja | 100 persen 100 persen 100 100 100 % 100 100 persen 100 %
4.5.06 | Pengendalian perencanaan dan persen persen persen
Pelaksanaan pengendalian
Kegiatan kegiatan
Keistimewaan keistimewaan
4.01.04 | Penyusunan Dokumen hasil | 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100
.5.06.0 | Rencana Program | koordinasi
1 dan Kegiatan | pelaksanaan
Keistimewaan kegiatan
keistimewaan
tingkat
kapanewon
Dokumen Rencana | 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 100
Program dan
Kegiatan
Keistimewaan
Tingkat

kapanewon




Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 1 1 100% 1 6 Dokumen 150
Laporan Dokumen | Dokume Dokum
Pengendalian dan n en
Evaluasi Dana
Keistimewaan
Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 1 1 100% 1 S Dokumen 166
Rencana Program Dokumen | Dokume Dokum
dan Kegiatan n en
Keistimewaan
Tingkat
Kapanewon tahun
2025
7.01.0 | PROGRAM Capaian nilai 86 Angka 82 Angka 83 Angka 82.13 100.15 84 84 Angka 100%
1 PENUNJANG Akuntabilitas Angka % Angka
URUSAN Kinerja Instansi
PEMERINTAHAN Pemerintah
DAERAH (AKIP)
KABUPATEN/KOT
A
7.01.0 | Perencanaan,Peng | Capaian kinerja | 100 persen 100 persen 100 100 100% 100 100 persen 100%
1.2.01 | anggaran, dan | perencanaan dan persen persen persen
Evaluasi Kinerja | evaluasi
Perangkat Daerah | perangkat
daerah
7.01.01 | Penyusunan Jumlah Dokumen | 28 Dokumen | 7 Dokumen 7 7 100 % 7 21 Dokumen 75
.2.01.0 | Dokumen Perencanaan PD Dokumen | Dokume Dokum
1 Perencanaan n en
Perangkat Daerah
Koordinasi dan | Dokumen Hasil | 42 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 100
Penyusunan Evaluasi
Laporan  Capaian
Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi  Kinerja
SKPD
Dokumen 37 Dokumen | 37 Dokumen 37 Dokumen 100

Keuangan




7.1.1.2. | Evaluasi Kinerja | Jumlah Laporan | 20 Laporan 20 Laporan S laporan | 5 100 % ) 30 Laporan 150
01.07 Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Laporan Lapora
Perangkat Daerah n
7.01.0 | Administrasi Capaian kinerja | 100 persen 100 persen 100 100 100% 100 100 persen 100
1.2.02 | Keuangan pengadministras persen persen persen
Perangkat Daerah | ian keuangan
perangkat
daerah
7.01.01 | Penyediaan Gaji | Dokumen 26 Dokumen | 26 Dokumen 26 Dokumen 100
.2.02.0 | dan Tunjangan | pembayaran gaji
1 ASN dan tunjangan
Jumlah Orang | 76 orang 19 orang 19 orang 16 orang | 100% 19 19 orang 100
yang Meneriman orang
Gaji dan
Tunjangan ASN
7.01.01 | Penyediaan Honorarium 108 108 108 100
.2.02.0 | Administrasi Pengelola Orang/Bulan | Orang/Bulan Orang/Bulan
2 Pelaksanaan Tugas | Keuangan, @BMD
ASN dan Kepegawaian
Jumlah Dokumen | 12 Dokumen | 3 Dokumen 3 3 100% 3 9 Dokumen 75
Hasil Penyediaan Dokumen | Dokume Dokum
Administrasi n en
Pelaksanaan
Tugas ASN
'"7.1.1.2 | Koordinasi dan | Jumlah Laporan | 88 Laporan 88 Laporan 22 22 100% 22 132 Laporan 150
.02.07 Penyusunan Keuangan Laporan Laporan Lapora
Laporan Keuangan | Bulanan/Triwula n
Bulanan/Triwulan | nan/ Semesteran
an/ Semesteran | SKPD dan laporan
SKPD Koordinasi
Penyusunan
laporan
Bulanan/Triwula
nan/ Semesteran
SKPD
7.1.1.2 | Administrasi Capaian kinerja | 100 persen 100 persen 100 100 100% 100 100 persen 100
.05 Kepegawaian pengadministras persen persen persen

Perangkat Daerah

ian kepegawaian




perangkat

daerah
"7.1.1.2 | Monitoring, Jumlah Dokumen | 4 Dokumen 4 Dokumen 1 1 100 % 1 6 Dokumen 150
.05.05 Evaluasi, dan | Monitoring, Dokumen | Dokume Dokum
Penilaian  Kinerja | Evaluasi, dan n en
Pegawai Penilaian Kinerja
Pegawai
7.01.0 | Administrasi Capaian kinerja | 100 persen 100 persen 100 100 100% 100 100 persen 100
1.2.06 | Umum Perangkat | pengelolaan persen persen persen
Daerah administrasi
umum
7.01.01 | Penyediaan Komponen 13 Jenis 13 Jenis 13 Jenis 100
.2.06.0 | Komponen Instalasi | Instalasi Listrik
1 Listrik
/Penerangan
Bangunan Kantor
Jumlah Paket | 16 Paket 16 Paket 4 Paket 4 paket 100 % 4 Paket | 24 Paket 150
Komponen
Instalasi
Listrik /Peneranga
n Bangunan
Kantor yang
disediakan
7.01.01 | Penyediaan Penyediaan Alat | 31 Jenis 31 Jenis 31 Jenis 100
.2.06.0 | Peralatan dan | Tulis Kantor
2 Perlengkapan
Kantor
Jumlah paket | 16 Paket 16 Paket 4 Paket 4 paket 100 % 4 Paket | 24 Paket 150
peralatan dan
perlengkapan
kantor yang
disediakan
7.01.01 | Penyediaan Bahan dan | 16 Jenis 16 Jenis 16 Jenis 100
.2.06.0 | Peralatan Rumah | Peralatan
3 Tangga kebersihan
Jumlah Paket | 16 Paket 16 Paket 4 Paket 4 paket 100 % 4 Paket | 24 Paket 100

Peralatan Rumah




tangga
disediakan

yang

7.01.01 | Penyediaan Barang | Barang Cetakan 3 Buah 3 Buah 3 Buah 100
.2.06.0 | Cetakan dan
S Penggandaan
Penggandaan 50.388 50.388 50.388 100
Lembar Lembar Lembar
Jumlah paket | 16 Paket 16 Paket 4 Paket 4 paket 100 % 4 Paket | 24 Paket 150
barang  cetakan
dan penggandaan
yang disediakan
7.01.01 | Penyediaan Bahan | Bahan Bacaan | 2 Jenis 2 Jenis 2 Jenis 100
.2.06.0 | Bacaan dan | Langganan Surat
9] Peraturan Kabar
Perundang-
undangan
Jumlah dokumen | 4 Paket 4 Paket 1 Paket 1 paket 100 % 1 Paket | 6 Paket 150
bahan bacaan dan
perundang
undangan yng
disediakan
7.01.01 | Penyelenggaraan Laporan hasil | 46 Dokumen | 46 Dokumen 46 Dokumen 100
.2.06.0 | Rapat Koordinasi | rapat
9 dan Konsultasi
SKPD
Perjalanan dinas | 294 294 294 100
dalam daerah Orang/ Perjal | Orang/ Perjal Orang/ Perjal
anan anan anan
Perjalanan dinas | 2 2 2 100
luar daerah Orang/ Perjal | Orang/ Perjal Orang/ Perjal
anan anan anan
Jumlah Laporan | 895 Laporan | 895 Laporan | 278 278 100 % 45 1.218 136
Penyelenggaraan Laporan Laporan Lapora | Laporan
Rapat Koordinasi n
dan Konsultasi

SKPD




7.01.01 | Penatausahaan Laporan penataan | 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100
.2.06.1 | Arsip Dinamis pada | arsip
1 SKPD
Jumlah dokumen | 4 Dokumen 4 Dokumen 1 1 100 % 1 6 DOkumen 150
penatausahaan Dokumen | Dokume Dokum
arsip dinamis n en
pada SKPD
7.01.0 | Pengadaan Barang | Capaian kinerja | 100 persen 100 persen 100 100 100% 100 100 persen 100%
1.2.07 | Milik Daerah | pengadaan persen persen persen
Penunjang Urusan | barang milik
Pemerintah daerah
Daerah
7.01.01 | Pengadaan Pengadaan 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 100
.2.07.0 | Peralatan dan | Peralatan dan
6 Mesin Lainnya Mesin Lainnya
Jumlah unit | 33 Unit 33 Unit 13 Unit 13 Unit 100% 2 Unit 48 Unit 145
peralatan dan
mesin lainnya
yang disediakan
7.01.0 | Penyediaan Jasa | Capaian kinerja | 100 persen 100 persen 100 100 100% 100 100 persen 100%
1.2.08 | Penunjang Urusan | penyediaan jasa persen persen persen
Pemerintahan penunjang
Daerah urusan
pemerintah
daerah
7.01.01 | Penyediaan  Jasa | Pembayaran 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100
.2.08.0 | Komunikasi, Rekening Listrik
2 Sumber Daya Air
dan Listrik
Pembayaran 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100
Rekening Air
Pembayaran 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100
Rekening

Telephone




Jumlah Laporan | 48 Laporan 48 Laporan 12 12 100 % 12 72 Laporan 150
Penyediaan Jasa Laporan Laporan Lapora
Komunikasi, n
Sumber Daya Air
dan Listrik yang
disediakan
7.01.01 | Penyediaan  Jasa | Perbaikan 2 Jenis 2 Jenis 2 Jenis 100
.2.08.0 | Peralatan dan | peralatan dan
3 Perlengkapan perlengkapan
Kantor kantor
Jumlah Laporan | 16 Laporan 16 Laporan 4 Laporan | 4 100 % 4 24 Laporan 150
Penyediaan Jasa Laporan Lapora
Peralatan dan n
Perlengkapan
Kantor yang
disediakan
7.01.01 | Penyediaan  Jasa | Laporan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100
.2.08.0 | Pelayanan Umum | Keamanan dan
4 Kantor Ketertiban Kantor
Laporan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100
Kebersihan
Lingkungan
Kantor
Laporan Kegiatan | 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100
Pelayanan Umum
Kapanewon
Jumlah Laporan | 16 Laporan 16 Laporan 4 Laporan | 4 100 % 4 24 Laporan 150
Penyediaan Jasa Laporan Lapora
Pelayanan Umum n
Kantor yang
disediakan
7.01.0 | Pemeliharaan Capaian kinerja | 100 persen 100 persen 100 100 100% 100 100 persen 100%
1.2.09 | Barang Milik | pemeliharaan persen persen persen
Daerah Penunjang | barang milik
Urusan daerah

Pemerintahan
Daerah




7.1.1.2. | Penyediaan  Jasa | Pemeliharan 6 Unit 6 Unit 6 Unit 100
09.01 Pemeliharaan, kendaraan dinas
Biaya roda 2
Pemeliharaan, dan
Pajak  Kendaraan
Perorangan Dinas
atau kendaraan
dinas Jabatan
Pemeliharan 1 Unit 1 Unit 1 Unit 100
kendaraan dinas
roda 4
Jumlah 28 Unit 28 Unit 8 Unit 8 Unit 100 % 8 Unit 44 Unit 157
Kendaraan
Perorangan dinas
atau kendaraan
dinas Jabatan
yang  dipelihara
dan dibayarkan
pajaknya
7.01.01 | Pemeliharaan/Reh | Pemeliharaan 2 Unit 2 Unit 2 Unit 100
.2.09.0 | abilitasi Gedung | gedung kantor
2 Kantor dan | dan rumah dinas
Bangunan Lainnya
Jumlah  gedung | 10 Unit 10 Unit 2 Unit 2 Unit 100 % 2 Unit 14 Unit 140
kantor dan
bangunan lainnya
yang
dipelihara/direha
bilitasi
7.01.0 | PROGRAM Cakupan 100 persen 100 persen 100 100 100% 100 100 persen 100%
2 PENYELENGGARA | Penyelenggaraan persen persen persen
AN Pemerintahan
PEMERINTAHAN dan Pelayanan
DAN PELAYANAN | Publik
PUBLIK
7.01.0 | Koordinasi Capaian Kinerja | 100 persen 100 persen 100 100 100% 100 100 persen 100%
2.2.01 | Penyelenggaraan Penyelenggaraan persen persen persen




Kegiatan Pemerintahan
Pemerintahan di | Umum
Tingkat Kecamatan
Kecamatan
7.01.02 | Koordinasi/Sinergi | Laporan 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 100
.2.01.0 | Perencanaan dan | Koordinasi
1 Pelaksanaan Forkompimkap
Kegiatan
Pemerintahan
dengan Perangkat
Daerah dan
Instansi Vertikal
Terkait
Jumlah laporan | 16 Laporan 16 Laporan 4 Laporan | 4 100 % 4 24 Laporan 150
Koordinasi/Sinerg Laporan Lapora
i Perencanaan dan n
Pelaksanaan
Kegiatan
Pemerintahan
dengan Perangkat
Daerah dan
Instansi Vertikal
Terkait
7.01.02 | Peningkatan Catatan hasil | 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 100
.2.01.0 | Efektifitas Kegiatan | fasilitasi
2 Pemerintahan di | kapanewon
Tingkat Kecamatan | kepada kalurahan
Jumlah Dokumen | 17 Dokumen | 17 Dokumen | 4 4 100 % 4 25 Dokumen | 147
Peningkatan Dokumen | Dokume Dokum
Efektifitas n en
Kegiatan
Pemerintahan di
Tingkat
Kecamatan
7.01.0 | Pelaksanaan Capaian kinerja | 100 persen 100 persen 100 100 100% 100 100 persen 100%
2.2.04 | Urusan pelayanan persen persen persen
Pemerintahan kapanewon




yang Dilimpahkan
kepada Camat

7.01.02 | Pelaksanaan Laporan  Survey | 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100
.2.04.0 | Urusan Kepuasan
2 Pemerintahan yang | Masyarakat (SKM)
terkait dengan
Nonperizinan
Masyarakat yang | 7.200 orang 7.200 orang 7.200 orang 100
dilayani
Jumlah laporan | 8 Laporan 8 Laporan 2 Laporan | 2 100 % 2 12 Laporan 150
pelaksanaan Laporan Lapora
nonperizinan n
pada urusan
pemerintahan
7.01.0 | PROGRAM Cakupan 100 persen 100 persen 100 100 100% 100 100 persen 100%
3 PEMBERDAYAAN Pemberdayaan persen persen persen
MASYARAKAT Kepada
DESA DAN | Masyarakat
KELURAHAN
7.01.0 | Koordinasi Capaian Kinerja | 100 persen 100 persen 100 100 100% 100 100 persen 100%
3.2.01 | Kegiatan Pemberdayaan persen persen persen
Pemberdayaan Masyarakat Desa
Desa
7.01.03 | Peningkatan Berita Acara | 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100
.2.01.0 | Partisipasi Penyusunan
1 Masyarakat dalam | Perencanaan
Forum Pembangunan
Musyawarah Partisipatif
Perencanaan
Pembangunan  di
Desa
Jumlah lembaga | 40 Lembaga | 40 Lembaga 10 10 100% 10 60 Lembaga 150
kemasyarakatan Lembaga Lembaga Lembag
yang a
berpartisipasi
dalam forum

musyawarah




perencanaan
pembangunan di
desa

7.01.03 | Peningkatan Laporan  Bidang | 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 100
.2.01.0 | Efektifitas Kegiatan | Sosial
3 Pemberdayaan
Masyarakat di
Wilayah Kecamatan
Jumlah Laporan | 16 Laporan 16 Laporan 4 Laporan | 4 100 % 4 24 Laporan 150
Peningkatan Laporan Lapora
Efektifitas n
Kegiatan
Pemberdayaan
Masyarakat di
Wilayah
Kecamatan
7.01.0 | Pemberdayaan Capaian Kinerja | 100 persen 100 persen 100 100 100% 100 100 persen 100%
3.2.03 | Lembaga Pemberdayaan persen persen persen
Kemasyarakatan Lembaga
Tingkat Kemasyarakatan
Kecamatan Kecamatan
7.01.03 | Fasilitasi Laporan 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 100
.2.03.0 | Pengembangan pendampingan
4 Usaha Ekonomi | pengembangan
Masyarakat usaha
masyarakat
Jumlah Laporan | 8 Laporan 8 Laporan 2 Laporan | 2 100% 2 12 Laporan 150
Fasilitasi Laporan Lapora
Pengembangan n
Usaha ekonomi
7.01.0 | PROGRAM Cakupan 100 persen 100 persen 100 100 100 % 100 100 persen 100%
4 KOORDINASI Koordinasi persen persen persen
KETENTRAMAN Ketentraman
DAN KETERTIBAN | dan Ketertiban
UMUM Kapanewon
7.01.0 | Koordinasi Upaya | Capaian Kinerja | 100 persen 100 persen 100 100 100 % 100 100 persen 100%
4.2.01 | Penyelenggaraan penyelenggaraan persen persen persen

ketentraman dan




Ketenteraman dan | ketertiban
Ketertiban Umum | umum
7.01.04 | Sinergitas dengan | Laporan Kejadian | 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100
.2.01.0 | Kepolisian Negara | Trantibum di
1 Republik Kapanewon
Indonesia,Tentara
Nasional Indonesia
dan Instansi
Vertikal di Wilayah
Kecamatan
Laporan 11 kali 11 kali 11 kali 100
Pelaksanaan
Upacara Hari
Besar
Laporan 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100
Penanggulangan
Bencana
Jumlah Laporan | 20 Laporan 20 Laporan S Laporan | 5 100% 5 30 Laporan 150
Sinergitas dengan laporan Lapora
Kepolisian Negara n
Republik
Indonesia,Tentara
Nasional
Indonesia dan
Instansi Vertikal
di Wilayah
Kecamatan
7.01.0 | PROGRAM Cakupan 100 persen 100 persen 100 100 100% 100 100 persen 100%
5 PENYELENGGARA | Stabilitas persen persen persen
AN URUSAN | Penyelenggaraan
PEMERINTAHAN Pemerintahan
UMUM Umum
7.01.0 | Penyelenggaraan Capaian kinerja | 100 persen 100 persen 100 100 100% 100 100 persen 100%
5.2.01 | Urusan penyelenggaraan persen persen persen
Pemerintahan pemerintahan
Umum sesuai | umum




Penugasan Kepala
Daerah

7.01.05 | Pembinaan Laporan 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100
.2.01.0 | Wawasan pembinaan
1 Kebangsaan dan | peningkatan
Ketahanan ketahanan
Nasional dalam | nasional
rangka
Memantapkan
Pengamalan
Pancasila,
Pelaksanaan
Undang Undang
Dasar Negara
Republik Indonesia
Tahun 1945,
Pelestarian
Bhinneka Tunggal
Ika serta
Pemertahanan dan
Pemeliharaan
Keutuhan Negara
Kesatuan Repubik
Indonesia
Jumlah orang | 200 orang 200 orang 50 orang 50 orang | 100% 25 275 orang 137.5
yang  mengikuti orang
pembinaan
Wawasan
Kebangsaan dan
Ketahanan
Nasional  dalam
rangka
Memantapkan
Pengamalan
Pancasila,
Pelaksanaan

Undang Undang
Dasar Negara




Republik
Indonesia Tahun
1945, Pelestarian
Bhinneka Tunggal
Ika serta
Pemertahanan
dan Pemeliharaan
Keutuhan Negara
Kesatuan Repubik
Indonesia

Ketrangan:

*) (10)=(5+7+9) jika kinerja output

(10)=(9) jika kinerja outcome




Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kapanewon Piyungan

Tahun 2023 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kinerja program/kegiatan/subkegiatan yang tidak memenuhi

target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penghambat

disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Tidak Memenuhi Target

Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Penghambat

Program /Kegiatan/Subkegiata

No | n yang Tidak Memenuhi Target Faktor Penghambat
Kinerja
1. Nihil Nihil

2. Kinerja program/kegiatan/subkegiatan yang memenuhi target

kinerja yang direncanakan dan

faktor-faktor

pendukung

keberhasilan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Program /Kegiatan/Subkegiatan yang Memenuhi Target Kinerja

yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan

Program/Kegiatan/Subkegiatan

Faktor Pendukung

No yang Memenuhi Target Kinerja Keberhasilan
1. | PROGRAM PENYELENGGARAAN | Koordinasi dan kerja
KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA | 52™2 dengan
stakeholder dan
URUSAN KEBUDAYAAN instansi terkait
Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga | Perencanaan kegiatan
Budaya yang sesuai dan tepat
waktu
Gelar Budaya Jogja Koordinasi dan  kerja
sama dengan masyarakat,
pelaku seni, kelompok

UKM lokal Kap. Piyungan

PROGRAM PENYELENGGARAAN
KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA
URUSAN KELEMBAGAAN DAN
KETATALAKSANAAN

Koordinasi dan kerja
sama dengan
stakeholder dan

instansi terkait




Perencanaan dan Pengendalian
Pelaksanaan Kegiatan
Keistimewaan

Perencanaan kegiatan
yang sesuai dan tepat
waktu

Penyusunan Rencana Program
dan Kegiatan Keistimewaan

Perencanaan kegiatan
keistimewaan secara tepat
waktu

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Koordinasi dan kerja
sama dengan
stakeholder dan

instansi terkait

Perencanaan,Penganggaran, dan

Pendokumentasian data

Evaluasi Kinerja Perangkat | kinerja

Daerah serta evaluasi atas
Rencana
Aksi

Penyusunan Dokumen | Adanya regulasi yang dapat

Perencanaan Perangkat Daerah

diacu dalam penyusunan
dokumen perencanaan

Evaluasi Kinerja Perangkat | Laporan evaluasi kinerja

Daerah disusun secara rutin
sesuai pelaksaan kegiatan
yang menunjukkan
kesesuaian antara target
dan realisasi waktu dan
kegiatan

Administrasi Keuangan | Perencanaan dan

Perangkat Daerah pengelolaan
target kinerja secara
lebih
tepat

Penyediaan Gaji dan Tunjangan | Pengadminstrasian

ASN penyediaan gaji dna

tunjangan tepat waktu

Penyediaan Administrasi
Pelaksanaan Tugas ASN

Penyediaan administrasi
pelaksanaan tugas ASN
sesuai dengan kinerja

Koordinasi dan  Penyusunan
Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran

SKPD

Fungsi monev terhadap
proses perencanaan dan

Pelaporan sangat baik




Administrasi Kepegawaian | Perencanaan dan

Perangkat Daerah pengelolaan pegawai
secara lebih tepat

Monitoring, Evaluasi, dan | Tertib administrasi

Penilaian Kinerja Pegawai kepegawaian

Administrasi Umum Perangkat | Perencanaan dan

Daerah pengelolaan
target kinerja secara
lebih
tepat

Penyediaan Komponen Instalasi | Perencanaan,

Listrik /Penerangan Bangunan | penganggaran,

Kantor dan penggunaannya sesuai
dengan target yang telah
ditentukan

Penyediaan Peralatan dan | Perencanaan,

Perlengkapan Kantor penganggaran,
dan penggunaannya
sesuai dengan target yang
telah ditentukan

Penyediaan Peralatan Rumah | Perencanaan,

Tangga penganggaran,
dan penggunaannya

sesuai dengan target yang
telah ditentukan

Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan

Perencanaan,
penganggaran,

dan penggunaannya
sesuai dengan target yang
telah ditentukan

Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan

Perencanaan,
penganggaran,

dan penggunaannya
sesuai dengan target yang
telah ditentukan

Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Perencanaan,
penganggaran,

dan penggunaannya
sesuai dengan target yang
telah ditentukan




Penatausahaan Arsip Dinamis
pada SKPD

Perencanaan,
penganggaran,

dan penggunaannya
sesuai dengan target yang
telah ditentukan

Dukungan pelaksanaan Sistem

Optimalisasi pelaksanaan

Pemerintahan Berbasis | PPID Kapanewon
Elektronik pada SKPD Piyungan
Pengadaan Barang Milik Daerah | Perencanaan dan
Penunjang Urusan Pemerintah | Perencanaan dan
Daerah pelaksanaan kegiatan
telah sesuai target
Pengadaan Peralatan dan Mesin | Perencanaan,
Lainnya penganggaran,
dan penggunaannya

sesuai dengan target yang
telah ditentukan

Penyediaan Jasa Penunjang | Perencanaan dan
Urusan Pemerintahan Daerah pelaksanaan kegiatan
telah sesuai target
Penyediaan Jasa Komunikasi, | Perencanaan,
Sumber Daya Air dan Listrik penganggaran,
dan penggunaannya

sesuai dengan target yang
telah ditentukan

Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

Perencanaan,
penganggaran,

dan penggunaannya
sesuai dengan target yang
telah ditentukan

Penyediaan Jasa Pelayanan | Perencanaan,
Umum Kantor penganggaran,
dan penggunaannya
sesuai dengan target yang
telah ditentukan
Pemeliharaan Barang  Milik | Perencanaan dan
Daerah Penunjang Urusan | pengelolaan
Pemerintahan Daerah target kinerja telah
sesuai
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, | Perencanaan,
Biaya Pemeliharaan dan Pajak | penganggaran,
dan penggunaannya




Kendaraan perorangan Dinas,
atau Kendaraan Dinas Jabatan

sesuai dengan target yang
telah ditentukan

Pemeliharaan/Rehabilitasi
Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya

Perencanaan,
penganggaran,

dan penggunaannya
sesuai dengan target yang
telah ditentukan

PROGRAM PENYELENGGARAAN | Koordinasi dan kerja
PEMERINTAHAN DAN | sama dengan
PELAYANAN PUBLIK stakeholder dan
instansi terkait
Koordinasi Penyelenggaraan | Kerjasama dan
Kegiatan Pemerintahan di | dukungan yang

Tingkat Kecamatan

baik dari Muspika dan
Kalurahan

Koordinasi/Sinergi Perencanaan | Kerjasama dan dukungan
dan Pelaksanaan Kegiatan | yang
Pemerintahan dengan Perangkat | baik dari Muspika dan
Daerah dan Instansi Vertikal | Kalurahan
Terkait
Peningkatan Efektifitas Kegiatan | Kerjasama dan dukungan
Pemerintahan di Tingkat | yang
Kecamatan baik dari Dinas/Instansi,
Kalurahan, Pendamping
Desa
dan lembaga masyarakat
Pelaksanaan Urusan | Optimalisasi kinerja
Pemerintahan yang | SDM serta
Dilimpahkan kepada Camat dukungan dari Dinas
Dukcapil
Kab. Bantul

Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang terkait dengan
Nonperizinan

Optimalisasi penggunaan
sarana

dan prasarana, kinerja
SDM dan
pendanaan yang memadai

PROGRAM PEMBERDAYAAN | Koordinasi dan kerja
MASYARAKAT DESA DAN | sama dengan
KELURAHAN stakeholder dan
instansi terkait
Koordinasi Kegiatan | Kerjasama dan
Pemberdayaan Desa dukungan dari




Pemkab, Dinas/Instansi,
Kalurahan dan lembaga
masyarakat

Peningkatan Partisipasi
Masyarakat dalam Forum
Musyawarah Perencanaan

Pembangunan di Desa

Kerjasama dan dukungan
dari

Dinas/Instansi,
Kalurahan dan Lembaga
masyarakat dalam
sinkronisasi usulan
program  pembangunan
masyarakat

Peningkatan Efektifitas Kegiatan

Kerjasama dan dukungan

Pemberdayaan Masyarakat di|yang
Wilayah Kecamatan baik dari Pemkab,
Kalurahan,
Kelompok Masyarakat,
TKPK,
PKH, TKSK dan Institusi
lainnya
Pemberdayaan Lembaga | Kerjasama dan
Kemasyarakatan Tingkat | dukungan dari
Kecamatan Pemkab, Dinas/Instansi,

Kalurahan dan lembaga
masyarakat

Fasilitasi Pengembangan Usaha
Ekonomi Masyarakat

Kerjasama dan dukungan
dari

Pemkab, Dinas/Instansi,
Kalurahan, Lembaga
masyarakat serta pelaku
ekonomi lokal

PROGRAM KOORDINASI | Koordinasi dan kerja
KETENTRAMAN DAN | sama dengan
KETERTIBAN UMUM stakeholder dan
instansi terkait
Koordinasi Upaya | Kerjasama dan
Penyelenggaraan Ketenteraman | dukungan

dan Ketertiban Umum

Pemkab, Dinas/Instansi,

Kalurahan serta

Lembaga

Kamasyarakatan
Sinergitas dengan  Kepolisian | Pemberdayaan Linmas
Negara Republik | dan




Indonesia,Tentara Nasional | FPRB serta kerjasama dan

Indonesia dan Instansi Vertikal di | dukungan yang baik dari

Wilayah Kecamatan Dinas/Instansi, Muspika
dan Kalurahan

PROGRAM PENYELENGGARAAN | Koordinasi dan kerja

URUSAN PEMERINTAHAN | sama dengan

UMUM stakeholder dan
instansi terkait

Penyelenggaraan Urusan | Kerjasama dan

Pemerintahan Umum sesuai | dukungan

Penugasan Kepala Daerah Pemkab, Dinas/Instansi,
Kalurahan serta
Lembaga
Kamasyarakatan

Pembinaan Wawasan Kebangsaan | Pemberdayaan Ormas dan

dan Ketahanan Nasional dalam | organisasi keagamaan

rangka Memantapkan | serta  kerjasama  dan

Pengamalan Pancasila, | dukungan

Pelaksanaan Undang Undang | yang baik dari

Dasar Negara Republik Indonesia | Dinas/Instansi,

Tahun 1945, Pelestarian | Muspika dan Kalurahan

Bhinneka Tunggal Ika serta

Pemertahanan dan Pemeliharaan

Keutuhan Negara Kesatuan

Repubik Indonesia

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan
pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan
penganggaran pada Tahun 2025 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja
program/kegiatan/subkegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah
sebagai berikut:

1. Meningkatkan fasilitasi dan koordinasi serta ber inovasi dalam
rangka pelayanan kepada masyarakat.

2. Mendukung ekonomi kreatif di Kapanewon dengan melaksanakan
fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan,
pendampingan dan keikutsertaan dalam even promosi secara

intensif.



Meningkatkan kegiatan, koordinasi, sosialisasi dan pemberdayaan
masyarakat terhadap kelestarian lingkungan, kepada masyarakat,

kalurahan dan stakeholders secara intensif.

Meningkatkan  fasilitasi, koordinasi dan konsultasi untuk
mencapai sinergitas antar berbagai lembaga dalam upaya
memaksimalkan peranan pembangunan infrastruktur
kewilayahan

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian

terhadap capaian kinerja pelayanan Kapanewon Piyungan berdasarkan

indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut,

analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2023 sesuai IKU yang

telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-
2026. Capaian IKU Perangkat Daerah Tahun 2023 disajikan pada tabel

berikut:
Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Piyungan
Kabupaten Bantul Tahun 2023
Indikator Realisasi Tahun 2023 Target Catatan
No Kinerja Tahun - - - Analisis
Utama (IKU) 2022 Target | Realisasi T2a 02u 4n T2a 0211 Sn T2a 02u 6n
Indeks 95.11 93 95.28 94 95 95 Tahun
Kepuasan Anggaran
Masyarakat 2023 IKU
(IKM) kapanewon
hanya satu
yakni IKM,
Nilai IKM
tersebut
didapat dari
hasil
kuesioner
yang
dibagikan
kepada




responden
penerima
layanan
dari
Kapanewon
Piyungan.T
arget IKU
sebesar 93
dan
realisasi
sebesar
95.28 atau
102.5 %
dan
sebagaiman
a
Permendagr
i 86 Tahun
2017 bahwa
angka
tersebut
masuk
dalam
kriteria
kinerja yang
sangat
tinggi

Sesuai pencapaian IKU Kapanewon Piyungan Tahun 2023 yang
disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:
1. Tidak ada IKU Kapanewon Piyungan yang tidak memenuhi target/semua
memenuhi target.
2. IKU Kapanewon Piyungan yang dapat memenuhi target adalah IKU Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM).
IKU Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tersebut dapat memenuhi target
karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut :
a. Komitmen dan kerja sama seluruh komponen ASN Kapanewon
Piyungan untuk senantiasa meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat, salah satunya melalui inovasi pelayanan di Kapanewon

Piyungan.



b. Koordinasi, pembinaan serta pengawasan terhadap proses
pelaksanaan APBKal.

c. Penguatan dan pendampingan penyusunan APBKal serta
optimalisasi evaluasi APBKal yang tetap berpedoman pada
RPJMKal dan RKPKal.

d. Koordinasi dan pendampingan dalam penyusunan dokumen

perencanaan program pembangunan kalurahan

Sebagaimana terdapat dalam Peraturan Bupati nomor 22 tahun 2022

tentang Perubahan Rencana Strategis Daerah tahun 2021-2026 bahwa IKU

Kapanewon hanya ada 1 yakni Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Capaian

IKU IKM Kapanewon Piyungan telah memenuhi bahkan melebihi tagert yang

telah ditetapkan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat

Daerah

Kapanewon Piyungan

merupakan

Perangkat  Daerah

yang

menyelenggarakan urusan Fungsi Lainnya. Dalam penyelenggaraan urusan

tersebut, ditemui kekuatan dan kelemahan pada Tahun 2023 sebagai

berikut:
Tabel 2.5
Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2023
Kekuatan Kelemahan
Komitmen bersama personil | Jumlah personil kapanewon yang
Kapanewon Piyungan dalam | terbatas

memberikan pelayanan prima kepada
masyarakat

Sarana prasarana pendukung
pelayanan prima dengan perangkat
teknologi telah memadai

Belum optimalnya kemampuan SDM
dalam mengikuti perkrmbangan
teknologi informatika dlam
mewujudkan pelayanan prima sesuai
harapan masyarakat

Selain itu, selama Tahun 2023 juga ditemui beberapa peluang dan

tantangan yaitu:




Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2023

kesejahteraan masyarakat melaluii
desa mandiri budaya

Peluang Tantangan
Adanya anggaran DAIS untuk | Masyarakat belum memahami konsep
kalurahan  dapat  meningkatkan | DAIS sehingga akses unruk

meraihnya belum maksimal

Pelaksanaan otonomi Desa dengan
pengelolaan Dana Desa dan ADD

Belum optimalnya kemampuan SDM
pamong kalurahan dalam pengelolaan

sepenuhnya pada Pemerintah | keuangan kalurahan

Kalurahan

Komitmen Pemerintah Kabupaten | - Angka kemiskinan yang relatif
Bantul untuk menurunkan angka masih tinggi, imbas dari masa
kemiskinan dan angka stunting serta pandemi.

mewujudkan Kabupaten Layak Anak | - Kurangnya pemahaman bumil

terkait resiko dan bahaya kurangya

asupan gizi selama proses
kehamilan.

- Kabupaten Layak Anak belum
menjadi program  prioritas di

Kapanewon dan Kalurahan
sehingga anggaran untuk kegiatan

tersebut masih kurang

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan

tantangan yang dihadapi selama Tahun 2023, maka strategi pada Tahun

2025 yang akan dilakukan pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Binwas kepada kalurahan dalam penyusunan perencanaan,

pengelolaan keuangan dan pelaporan

2. Optimalisasi Penguatan SDM dan Kelembagaan Berbasis TI dan

Kinerja

Peningkatan Pelayanan prima kepada masyarakat.

Sosialiasi terkait penggunaan dan pemanfaatan DAIS




5. Pendampingan kepada kalurahan terkait penambahan anggaran
untuk penurunan angka kemiskinan, penurunan angka stunting
serta kalurahan layak anak dalam RKP 2025

6. Mendukung kebijakan Kabupaten Bantul menjadi Kabupaten

Layak Anak dengan mewujudkan Kapanewon Layak Anak

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun
2025 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD
Kabupaten Bantul Tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan Kapanewon
Piyungan Tahun 2025. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD
Kabupaten Bantul Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut :



Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Piyungan

Tabel 2.7
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2025

Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2025 °:t
ata
No ["program/Kegiatan/Subke . n
giatan Lokasi Indikator Kinerja Target Pagu Program/Kegiatan/S Lokasi Indikator Kinerja Target Pagu pen
Capaian Indikatif ubkegiatan Capaian Indikatif ting
I PROGRAM Persentase 100 66.040.000 | PROGRAM Persentase 100 40.000.000
PENYELENGGARAAN Perencanaan dan | Persen PENYELENGGARAAN Perencanaan dan | Persen
KEISTIMEWAAN Pengendalian Urusan KEISTIMEWAAN Pengendalian Urusan
YOGYAKARTA URUSAN Keistimewaan yang YOGYAKARTA Keistimewaan yang
KELEMBAGAAN DAN Berkualitas URUSAN Berkualitas
KETATALAKSANAAN KELEMBAGAAN DAN
KETATALAKSANAAN
Tingkat penerapan | O Persen | 50.000.000 Tingkat penerapan | O Persen (o]
budaya budaya pemerintahan
pemerintahan SATRIYA pada ASN di
SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul
Kabupaten Bantul
1 Perencanaan dan | Kapanewon| Capaian Kinerja | 100 66.040.000 | Penataan Kapanew | Capaian Kinerja | 100
Pengendalian Pelaksanaan | Piyungan | perencanaan dan | Persen Kelembagaan dan on Penataan Persen 40.000.000
Kegiatan keistimewaan pengendalian Ketatalaksanaan Piyungan | Kelembagaan dan
kegiatan Keistimewaan Ketatalaksanaan
g gl
. Keistimewaan
keistimewaan
1.1 | Penyusunan Rencana | Kapanewo 3 Dok 66.040.000 Penerapan dan | Kapanew | Jumlah Dokumen Hasil | 3 Dok
Program dan Kegiatan | n Piyungan Jumlah p Pendampingan on Penerapan . 40.000.000
Keistimewaan umia rogram Keistimewaan di | Piyungan | Keistimewaan di
dan Kegiatan Ka Kapanewon/Kemantren
. panewon/Kemantre
Keistimewaan n dan Kalurahan/ dan
yang Disusun Kelurahan Kalurahan/Kelurahan
yang
Didampingi
2 Peningkatan budaya | Kapanewon| Capaian Kinerja - 50.000.000 | Peningkatan budaya | Kapanew | Capaian Kinerja - (0]
pemerintahan Piyungan Peningkatan Budaya pemerintahan on Peningkatan Budaya
Pemerintahan Piyungan | Pemerintahan




2.1 | Implementasi Budaya | Kapanewo | Jumlah Dokumen | 1 Dok 50.000.000 Implementasi Budaya | Kapanew | Jumlah Dokumen 0
Pemerintahan Satriya di | n Piyungan | Hasil Implementasi Pemerintahan Satriya | on Hasil Implementasi
Kabupaten Bantul Budaya di Kabupaten Bantul Piyungan | Budaya
Pemerintahan Pemerintahan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
II PROGRAM PENUNJANG | Kapanewon| Capaian nilai | 85 Angka | 3.411.564.1 | PROGRAM Kapanew | Capaian nilai | 84 Angka | 3.591.014.5
URUSAN PEMERINTAHAN | Piyungan Akuntabilitas Kinerja 75 PENUNJANG URUSAN | on Akuntabilitas Kinerja 28
DAERAH Instansi Pemerintah PEMERINTAHAN Piyungan | Instansi Pemerintah
KABUPATEN/KOTA (AKIP) DAERAH (AKIP)
KABUPATEN/KOTA
3 Perencanaan. Kapanewon| Capaian Kinerja | 100 30.000.000 | Perencanaan. Kapanew | Capaian Kinerja | 100 5.100.000
Penganggaran. dan | Piyungan perencanaan dan | Persen Penganggaran. dan | on perencanaan dan | persen
Evaluasi Kinerja Perangkat evaluasi perangkat Evaluasi Kinerja | Piyungan | evaluasi perangkat
Daerah daerah Kec. Perangkat Daerah daerah Kec. Piyungan
Piyungan
3.1 | Penyusunan Dokumen | Kapanewo | Jumlah Dokumen | 7 Dok 14.500.000 Penyusunan Dokumen | Kapanew | Jumlah Dokumen | 7 2.550.000
Perencanaan Perangkat | n Piyungan | Perencanaan Perencanaan on Perencanaan Dokumen
Daerah Perangkat Perangkat Daerah Piyungan | Perangkat
Daerah Daerah
3.2 | Evaluasi Kinerja Perangkat | Kapanewo | Jumlah Lporan | 5 15.500.000 Evaluasi Kinerja | Kapanew | Jumlah Lporan Evaluasi | 5 2.550.000
Daerah n Piyungan | Evaluasi Kinerja | Laporan Perangkat Daerah on Kinerja Perangkat | Laporan
Perangkat Daerah Piyungan | Daerah
4 Administrasi Keuangan | Kapanewon| capaian Kinerja | 100 2.519.158.1 | Administrasi Kapanew | capaian Kinerja | 100 3.037.523.6
Perangkat Daerah Piyungan pengadministrasian Persen 75 Keuangan Perangkat | on pengadministrasian Persen 08
keuangan perangkat Daerah Piyungan | keuangan perangkat
daerah daerah
4.1 | Penyediaan Gaji dan | Kapanewo | Jumlah Orang yang | 19 Ob 2.455.658.1 Penyediaan Gaji dan | Kapanew | Jumlah Orang yang | 19 2.989.113.60
Tunjangan ASN n Piyungan | Menerima Gaji dan 75 Tunjangan ASN on Menerima Gaji dan | Orang/ 8
Tunjangan ASN Piyungan | Tunjangan ASN Bulan
4.2 | Penyediaan Administrasi | Kapanewo | Jumlah Dokumen | 3 Dok 62.000.000 Penyediaan Kapanew | Jumlah Dokumen Hasil | 3 44.160.000
Pelaksanaan Tugas ASN n Piyungan | Hasil Penyediaan Administrasi on Penyediaan Dokumen
Administrasi Pelaksanaan Tugas | Piyungan | Administrasi
Pelaksanaan  Tugas ASN Pelaksanaan Tugas ASN
ASN
4.3 | Koordinasi dan Penyusunan | Kapanewo | Julmlah Laporan | 22 1.500.000 Koordinasi dan | Kapanew | Julmlah Laporan | 22 4.250.000
Laporan Keuangan | n Piyungan | Keuangan Laporan Penyusunan Laporan | on Keuangan Laporan
Bulanan/Triwulanan/Seme Bulanan/Triwulanan/ Keuangan Piyungan | Bulanan/Triwulanan/S

steran SKPD

Semesteran SKPD dan
Jumlah koordinasi
Penyusunan Laporan
Keuangan
Bulanan/Triwulanan/
Semesteran SKPD

Bulanan/Triwulanan/
Semesteran SKPD

emesteran SKPD dan

Jumlah koordinasi
Penyusunan  Laporan
Keuangan

Bulanan/Triwulanan/S
emesteran SKPD




5 Administrasi Kepegawaian | Kapanewon| Capaian kinerja | 100 1.500.000 Administrasi Kapanew | Capaian kinerja | 100 2.550.000
Perangkat Daerah Piyungan pengadministrasi Persen Kepegawaian on pengadministrasi persen
kepegawaian Perangkat Daerah Piyungan | kepegawaian
perangkat Daerah perangkat Daerah
5.1 | Monitoring. Evaluasi. dan | Kapanewo | Jumlah Dokumen | 1 Dok 1.500.000 Monitoring. Evaluasi. | Kapanew | Jumlah Dokumen | 1 2.550.000
Penilaian Kinerja Pegawai n Piyungan | Monitoring. Evaluasi. dan Penilaian Kinerja | on Monitoring. Evaluasi. | Dokumen
dan Penilaian Kinerja Pegawai Piyungan | dan Penilaian Kinerja
Pegawai Pegawai
6 Administrasi Umum | Kapanewon| Capaian kinerja | 100 351.800.000 | Administrasi Umum | Kapanew | Capaian kinerja | 100 160.277.906
Perangkat Daerah Piyungan pengelolaan Persen Perangkat Daerah on pengelolaan persen
administrasi umum Piyungan | administrasi umum
6.1 | Penyediaan Komponen | Kapanewo | Jumlah Paket | 4 Paket 30.000.000 Penyediaan Komponen | Kapanew | Jumlah Paket | 4 Paket 8.195.170
Instalasi n Piyungan | Komponen Instalasi on Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Instalasi Listrik /Penerangan Piyungan | Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Bangunan Kantor
Bangunan Kantor yang Disediakan
yang Disediakan
6.2 | Penyediaan Peralatan dan | Kapanewo | Jumlah Paket | 4 Paket 45.000.000 Penyediaan Peralatan | Kapanew | Jumlah Paket | 4 Paket 17.798.636
Perlengkapan Kantor n Piyungan | Peralatan dan dan Perlengkapan | on Peralatan dan
Perlengkapan Kantor Piyungan | Perlengkapan
Kantor yang Kantor yang Disediakan
Disediakan
6.3 | Penyediaan Peralatan | Kapanewo | Jumlah Paket | 4 Paket 25.000.000 Penyediaan Peralatan | Kapanew | Jumlah Paket | 4 Paket 8.315.600
Rumah Tangga n Piyungan | Peralatan Rumah Rumah Tangga on Peralatan Rumah
Tangga yang Piyungan | Tangga yang
Disediakan Disediakan
6.4 | Penyediaan Barang Cetakan | Kapanewo | Jumlah Paket Barang | 4 Paket 30.000.000 Penyediaan Barang | Kapanew | Jumlah Paket Barang | 4 Paket 14.064.000
dan Penggandaan n Piyungan | Cetakan dan Cetakan dan | on Cetakan dan
Penggandaan Penggandaan Piyungan | Penggandaan
yang Disediakan yang Disediakan
6.5 | Penyediaan Bahan Bacaan | Kapanewo | Jumlah Dokumen | 1 DOk 6.800.000 Penyediaan Bahan | Kapanew | Jumlah Dokumen | 1 2.400.000
dan Peraturan Perundang- | n Piyungan | Bahan Bacaan dan Bacaan dan Peraturan | on Bahan Bacaan dan | Dokumen
undangan Peraturan Perundang- Perundang-undangan Piyungan | Peraturan Perundang-
Undangan yang Undangan yang
Disediakan Disediakan
6.6 | Penyelenggaraan Rapat | Kapanewo | Jumlah Laporan | 250 Dok 199.000.000 | Penyelenggaraan Kapanew | Jumlah Laporan | 250 104.874.500
Koordinasi dan Konsultasi | n Piyungan | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan | on Penyelenggaraan Laporan
SKPD Rapat Konsultasi SKPD Piyungan | Rapat
Koordinasi dan Koordinasi dan
Konsultasi SKPD Konsultasi SKPD
6.7 | Penatausahaan Arsip | Kapanewo | Jumlah Dokumen | 1 Dok 15.000.000 Penatausahaan Arsip | Kapanew | Jumlah Dokumen | 1 2.080.000
Dinamis pada SKPD n Piyungan | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD on Penatausahaan  Arsip | Dokumen
Dinamis Piyungan | Dinamis
pada SKPD pada SKPD
6.8 | Dukungan Pelaksanaan | Kapanewo | Jumlah dokumen | 1 Dok 1.000.000 Dukungan Kapanew | Jumlah dokumen | 1 2.550.000
Sistem Pemerintahan | n Piyungan | Dukungan Pelaksanaan  Sistem | on Dukungan Pelaksanaan | Dokumen
Pelaksanaan  Sistem Pemerintahan Piyungan | Sistem Pemerintahan




Berbasis Elektronik pada Pemerintahan Berbasis Elektronik Berbasis Elektronik
SKPD Berbasis  Elektronik pada SKPD pada SKPD
pada SKPD
7 Pengadaan Barang Milik | Kapanewon| Capaian Kinerja | 100 100.000.00 | Pengadaan Barang | Kapanew | Capaian Kinerja | 100 24.000.000
Daerah Penunjang Urusan | Piyungan Penyediaan Barang | Persen (V] Milik Daerah | on Penyediaan Barang | persen
Pemerintah Daerah Milik Daerah Penunjang Urusan | Piyungan | Milik Daerah
Pemerintah Daerah
7.1 | Pengadaan Peralatan dan | Kapanewo | Jumlah UnitPeralatan | 7 Unit 100.000.000 | Pengadaan Peralatan | Kapanew | Jumlah Unit Peralatan | 5 Unit 24.000.000
Mesin Lainnya n Piyungan | dan Mesin Lainnya dan Mesin Lainnya on dan Mesin Lainnya yang
yang disediakan Piyungan | disediakan
8 Penyediaan Jasa | Kapanewon| Capaian Kinerja | 100 250.000.00 | Penyediaan Jasa | Kapanew | Capaian Kinerja | 100 189.620.464
Penunjang Urusan | Piyungan Pengelolaan Persen (V] Penunjang Urusan | on Pengelolaan persen
Pemerintahan Daerah Administrasi Umum Pemerintahan Daerah | Piyungan | Administrasi Umum
8.1 | Penyediaan Jasa | Kapanewo | Jumlah Laporan | 12 70.000.000 Penyediaan Jasa | Kapanew | Jumlah Laporan | 12 Lap 66.000.000
Komunikasi. Sumber Daya | n Piyungan | Penyediaan Jasa | Laporan Komunikasi. Sumber | on Penyediaan Jasa
Air dan Listrik Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik Piyungan | Komunikasi. Sumber
Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik
yang Disediakan yang Disediakan
8.2 | Penyediaan Jasa Peralatan | Kapanewo | Jumlah Laporan | 4 30.000.000 Penyediaan Jasa | Kapanew | Jumlah Laporan
dan Perlengkapan Kantor n Piyungan | Penyediaan Jasa | Laporan Peralatan dan | on Penyediaan Jasa
Peralatan dan Perlengkapan Kantor Piyungan | Peralatan dan | 4 Lap 12.400.000
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor
yang Disediakan yang Disediakan
8.3 | Penyediaan Jasa Pelayanan | Kapanewo | Jumlah Laporan | 4 Lapran 150.000.000 | Penyediaan Jasa | Kapanew | Jumlah Laporan
Umum Kantor n Piyungan | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum | on Penyediaan Jasa
Pelayanan Kantor Piyungan | Pelayanan 4 Lap 111.220.464
Umum Kantor yang Umum Kantor yang
Disediakan Disediakan
9 Pemeliharaan Barang Milik | Kapanewon| Capaian kinerja | 100 159.106.00 | Pemeliharaan Barang | Kapanew | Capaian kinerja | 100 171.942.550
Daerah Penunjang Urusan | Piyungan pemeliharaan barang | Persen (V] Milik Daerah | on pemeliharaan barang | persen
Pemerintahan Daerah milik daerah Penunjang Urusan | Piyungan | milik daerah
Pemerintahan Daerah
9.1 | Penyediaan Jasa | Kapanewo | Jumlah Kendaraan | 7 Unit 137.106.000 | Penyediaan Jasa | Kapanew | Jumlah Kendaraan
Pemeliharaan. Biaya | n Piyungan | Perorangan Dinas Pemeliharaan. Biaya | on Perorangan Dinas atau
Pemeliharaan. Pajak atau Kendaraan Dinas Pemeliharaan. Pajak | Piyungan | Kendaraan Dinas 7 Uni
L Unit 159.746.550
Kendaraan Perorangan Jabatan yang Kendaraan Perorangan Jabatan yang Dipelihara
Dinas atau Kendaraan Dipelihara dan Dinas atau Kendaraan dan dibayarkan Pajak
Dinas Jabatan dibayarkan Pajak Dinas Jabatan
9.2 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Kapanewo | Jumlah Gedung | 2 Unit 22.000.000 Pemeliharaan/Rehabil | Kapanew | Jumlah Gedung Kantor
Gedung Kantor dan | n Piyungan | Kantor dan Bangunan itasi Gedung Kantor | on dan Bangunan Lainnya
Bangunan Lainnya Lainnya dan Bangunan | Piyungan | yang .
yang Lainnya Dipelihara/Direhabilita 2 Unit 12.196.000

Dipelihara/Direhabilit
asi

S1




III PROGRAM Kapanewon| Cakupan 95 125.000.00 | PROGRAM Kapanew | Cakupan 94 35.050.000
PENYELENGGARAAN Piyungan penyelenggaran Persen 0 PENYELENGGARAAN | on penyelenggaran Persen
PEMERINTAHAN DAN pemerintahan dan PEMERINTAHAN DAN | Piyungan | pemerintahan dan
PELAYANAN PUBLIK pelayanan publik PELAYANAN PUBLIK pelayanan publik

10 | Koordinasi Kapanewon| Capaian Kinerja | 100 95.000.000 | Koordinasi Kapanew | Capaian Kinerja | 100 24.800.000
Penyelenggaraan Kegiatan | Piyungan Penyelenggaraan Persen Penyelenggaraan on Penyelenggaraan Persen
Pemerintahan di Tingkat Pemerintahan Kegiatan Piyungan | Pemerintahan
Kecamatan Kapanewon Pemerintahan di Kapanewon

Tingkat Kecamatan
10.1 | Koordinasi/Sinergi Kapanewo | Jumlah Laporan | 4 55.000.000 Koordinasi/Sinergi Kapanew | Jumlah Laporan | 4 14.175.000
Perencanaan dan | n Piyungan | Koordinasi/Sinergi Laporan Perencanaan dan | on Koordinasi/Sinergi Laporan
Pelaksanaan Perencanaan dan Pelaksanaan Piyungan | Perencanaan dan
Kegiatan Pemerintahan Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan
dengan Perangkat Daerah Pemerintahan dengan Pemerintahan dengan Pemerintahan dengan
dan Instansi Vertikal Terkait Perangkat Daerah dan Perangkat Daerah dan Perangkat Daerah dan
Instansi Vertikal Instansi Vertikal Instansi Vertikal Terkait
Terkait Terkait
10.2 | Peningkatan Efektifitas | Kapanewo | Jumlah Dokumen | 4 Dok 40.000.000 Peningkatan Kapanew | Jumlah Dokumen | 5 10.625.000
Kegiatan Pemerintahan di | n Piyungan | Peningkatan Efektifitas Kegiatan | on Peningkatan Dokumen
Tingkat Kecamatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di | Piyungan | Efektifitas Kegiatan
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Pemerintahan di
Tingkat Kecamatan Tingkat Kecamatan

11 Pelaksanaan Urusan | Kapanewon| Capaian Kinerja | 95 Angka | 30.000.000 | Pelaksanaan Urusan | Kapanew | Capaian Kinerja | 94 Angka | 10.250.000
Pemerintahan yang | Piyungan Pelayanan Pemerintahan yang | on Pelayanan Kapanewon
Dilimpahkan kepada Kapanewon Dilimpahkan kepada | Piyungan
Camat Camat

11.1 | Pelaksanaan Urusan | Kapanewo | Jumlah Laporan | 2 30.000.000 Pelaksanaan Urusan | Kapanew | Jumlah Laporan | 2 10.250.000
Pemerintahan yang terkait | n Piyungan | Pelaksanaan Non | Laporan Pemerintahan yang | on Pelaksanaan Non | Laporan
dengan Nonperizinan Perizinan terkait Piyungan | Perizinan
pada Urusan dengan Nonperizinan pada Urusan
Pemerintahan Pemerintahan
IV | PROGRAM Kapanewon| Cakupan 100 177.950.00 | PROGRAM Kapanew | Cakupan 100 100.512.000
PEMBERDAYAAN Piyungan Pemberdayaan Persen (0] PEMBERDAYAAN on Pemberdayaan Kepada | persen
MASYARAKAT DESA Kepada Mayarakat MASYARAKAT DESA | Piyungan | Mayarakat
DAN KELURAHAN DAN KELURAHAN
12 Koordinasi Kegiatan | Kapanewon| Capaian Kinerja | 100 150.000.00 | Koordinasi Kegiatan | Kapanew | Capaian Kinerja | 100 77.362.000
Pemberdayaan Desa Piyungan Pemberdayaan Persen (V] Pemberdayaan Desa on Pemberdayaan persen
Masyarakat Piyungan | Masyarakat Kalurahan
Kalurahan
12.1 | Peningkatan Partisipasi | Kapanewo | Jumlah Lembaga | 10 25.000.000 Peningkatan Kapanew | Jumlah Lembaga

Masyarakat dalam Forum | n Piyungan | Kemasyarakatan Lembaga Partisipasi Masyarakat | on Kemasyarakatan 10

Musyawarah Perencanaan yang Berpartisipasi dalam Forum | Piyungan | yang Berpartisipasi lembaga

Pembangunan di Desa dalam Forum Musyawarah dalam Forum k g 18.950.000
Musyawarah Perencanaan Musyawarah emasyar

. akatan

Perencanaan Pembangunan di Desa Perencanaan

Pembangunan di Desa

Pembangunan di Desa




12.2 | Peningkatan Efektifitas | Kapanewo | Jumlah Laporan | 4 125.000.000 | Peningkatan Kapanew | Jumlah Laporan
Kegiatan Pemberdayaan | n Piyungan | Peningkatan Laporan Efektifitas Kegiatan | on Peningkatan
Masyarakat di  Wilayah Efektivitas Pemberdayaan Piyungan | Efektivitas 4
Kecamatan Kegiatan Masyarakat di Wilayah Kegiatan Laporan 58.412.000
Pemberdayaan Kecamatan Pemberdayaan p
Masyarakat di Masyarakat di Wilayah
Wilayah Kecamatan Kecamatan
13 | Pemberdayaan Lembaga | Kapanewon| Capaian Kinerja | 100 27.950.000 | Pemberdayaan Kapanew | Capaian Kinerja | 100 23.150.000
Kemasyarakatan Tingkat | Piyungan Pemberdayaan Persen Lembaga on Pemberdayaan Persen
Kecamatan Lembaga Kemasyarakatan Piyungan | Lembaga
Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Kemasyarakatan
Kecamatan Kecamatan
13.1 | Fasilitasi Pengembangan | Kapanewo | Jumlah Laporan | 2 27.950.000 Fasilitasi Kapanew | Jumlah Laporan | 2 23.150.000
Usaha Ekonomi Masyarakat | n Piyungan | Fasilitasi Laporan Pengembangan Usaha | on Fasilitasi Laporan
Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Piyungan | Pengembangan Usaha
\' PROGRAM KOORDINASI | Kapanewon| Cakupan Koordinasi | 100 185.000.00 | PROGRAM Kapane Cakupan Koordinasi | 100 98.775.000
KETENTRAMAN DAN | Piyungan Ketentraman dan | Persen (V] KOORDINASI won Ketentraman dan | persen
KETERTIBAN UMUM Ketertiban KETENTRAMAN DAN | Piyungan | Ketertiban Kapanewon
Kapanewon KETERTIBAN UMUM
14 | Koordinasi Upaya | Kapanewon| Capaian Kinerja | 100 185.000.00 | Koordinasi Upaya | Kapanew | Capaian Kinerja | 100 98.775.000
Penyelenggaraan Piyungan penyelenggaraan Persen (0] Penyelenggaraan on penyelenggaraan persen
Ketenteraman dan ketentraman dan Ketenteraman dan | Piyungan | ketentraman dan
Ketertiban Umum ketertiban umum Ketertiban Umum ketertiban umum
14.1 | Sinergitas dengan | Kapanewo | Jumlah Laporan Hasil | 5 185.000.000 | Sinergitas dengan | Kapanew | Jumlah Laporan Hasil | 5 98.775.000
Kepolisian Negara Republik | n Piyungan | Sinergitas dengan | Laporan Kepolisian Negara | on Sinergitas dengan | Laporan
Indonesia. Tentara Nasional Kepolisian Negara Republik Piyungan | Kepolisian Negara
Indonesia dan Instansi Republik  Indonesia. Indonesia. Tentara Republik Indonesia.
Vertikal di Wilayah Tentara Nasional Nasional Indonesia Tentara Nasional
Kecamatan Indonesia dan dan Instansi Vertikal Indonesia dan
Instansi Vertikal di di Wilayah Kecamatan Instansi  Vertikal di
Wilayah Kecamatan Wilayah Kecamatan
VI PROGRAM Kapanewon| Cakupan 100 40.000.000 PROGRAM Kapane Cakupan 100 8.062.500
PENYELENGGARAAN Piyungan Pemerintahan Umum | Persen PENYELENGGARAAN | won Pemerintahan Umum | persen
URUSAN Kecamatan URUSAN Piyungan | Kecamatan
PEMERINTAHAN UMUM PEMERINTAHAN
UMUM
15 Penyelenggaraan Urusan | Kapanewon| Capaian kinerja | 100 40.000.000 Penyelenggaraan Kapanew | Capaian kinerja | 100 8.062.500
Pemerintahan Umum | Piyungan penyelenggaraan Persen Urusan Pemerintahan | on penyelenggaraan persen
sesuai Penugasan Kepala pemerintahan umum Umum sesuai | Piyungan | pemerintahan umum
Daerah Penugasan Kepala
Daerah
15.1 | Pembinaan Wawasan | Kapanewo | Jumlah Orang yang | 50 orang | 40.000.000 Pembinaan Wawasan | Kapanew | Jumlah Orang yang | 50 Orang | 8.062.500
Kebangsaan dan Ketahanan | n Piyungan | Mengikuti Pembinaan Kebangsaan dan | on Mengikuti Pembinaan
Nasional dalam rangka Wawasan Kebangsaan Ketahanan Nasional | Piyungan | Wawasan Kebangsaan




Memantapkan Pengamalan
Pancasila. Pelaksanaan
Undang- Undang Dasar
Negara Republik Indonesia
Tahun 1945. Pelestarian
Bhinneka Tunggal Ika Serta
Pemertahanan dan
Pemeliharaan Keutuhan
Negara Kesatuan Republik
Indonesia

dan Ketahanan
Nasional dalam
rangka Memantapkan
Pengamalan
Pancasila.
Pelaksanaan Undang-
Undang Dasar Negara
Republik Indonesia
Tahun 1945.
Pelestarian Bhinneka
Tunggal Ilka serta

Pemertahanan dan
Pemeliharaan
Keutuhan Negara

Kesatuan Republik
Indonesia

dalam rangka
Memantapkan

Pengamalan Pancasila.
Pelaksanaan Undang-
Undang Dasar Negara
Republik Indonesia
Tahun 1945.
Pelestarian Bhinneka
Tunggal Ika  Serta

Pemertahanan dan
Pemeliharaan
Keutuhan Negara

Kesatuan Republik
Indonesia

dan Ketahanan Nasional
dalam rangka
Memantapkan
Pengamalan Pancasila.
Pelaksanaan Undang-
Undang Dasar Negara
Republik Indonesia
Tahun 1945.
Pelestarian ~ Bhinneka
Tunggal Ika serta
Pemertahanan dan
Pemeliharaan Keutuhan
Negara Kesatuan
Republik Indonesia

4.055.554.1
75

Jumlah

3.973.414.0
28

2bagian rancangan awal RKPD Tahun 2025 dapat diambilkan dari Tabel 6 Perubahan Renstra PD Tahun 2021-2026

2bagian hasil analisis kebutuhan Tahun 2025 diisikan kebutuhan Perangkat Daerah Tahun 2025 berdasarkan analisis

dilakukan




2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2025, dilakukan
pula telaah terhadap usulan masyarakat. Penelaahan usulan masyarakat
merupakan salah satu wujud pendekatan bottom-up planning. Penelaahan
usulan masyarakat dilakukan melalui penyelarasan usulan masyarakat yang
telah diperoleh dalam musrenbang kapanewon, forum perangkat daerah,
maupun musrenbang kabupaten dengan tema dan prioritas daerah Tahun

2025 serta tugas dan fungsi Kapanewon Piyungan

Berdasarkan hasil penelaahan usulan masyarakat, tidak ada usulan
masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan

fungsi Kapanewon Piyungan.



3 BABIIIL
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Telaah kebijakan nasional Tahun 2025 dilakukan terhadap

Rancangan RKP Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Menteri

Perencanaan Pembangunan  Nasional/Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang

Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025. Tema Pembangunan

Nasional dalam RKP Tahun 2025 adalah “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi

yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan 8 Prioritas Nasinal (PN) sebagai

berikut:

PN 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi
Manusia (HAM).

PN 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan
Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan,
Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan
Ekonomi Biru.

PN 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan
Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan,
Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan
Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif
Koperasi.

PN 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains,
Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan
Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi
Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas.

PN 5: Melanjtkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis
Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam
Negeri.

PN 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan

Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan.



PN 7:

PN 8:

Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta
Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba,
Judi, dan Penyelundupan.

Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan
Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi
Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan

Makmur.

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional Tahun 2025

dan prioritas nasional tersebut, maka kebijakan dan langkah strategis yang

akan ditempuh oleh Kapanewon Piyungan Tahun 2025 adalah sebagai
berikut:
1. Meningkatkan kualitas dalam pelayanan publik, inovasi dan serta

kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kapanewon,;
Optimalisasi Penguatan SDM dan Kelembagaan Berbasis TI dan

Kinerja

. Meningkatkan dan mengintensifkan peran koordinasi lintas sektoral di

level Kapanewon dalam bidang Informasi, Komunikasi, Politik,
Ekonomi, Sosial, Budaya, Keamanan dan Ketertiban;

Meningkatkan fasilitasi dan pendampingan dalam monitoring, evaluasi
dan pembinaan pengawasan kepada pemerintah kalurahan di wilayah
Kapanewon;

Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pendampingan dan
membuka kerjasama dengan stakeholder untuk promosi dan

pemasaran produk

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tema Pembangunan Tahun 2025 dalam Rancangan Awal RKPD

Kabupaten Bantul Tahun 2025 adalah "Percepatan Pertumbuhan Ekonomi

dan Pembangunan Infrastuktur untuk Memantapkan Daya Saing Daerah”

dengan Prioritas Daerah sebagai berikut:

1.
2.
3.

Percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.
Pemerataan kualitas infrastruktur.

Peningkatan SDM berdaya saing.



4. Pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana.

5. Pemantapan layanan publik berbasis informasi teknologi.

6. Pengembangan kawasan pansela dan kawasan industri piyungan.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten

Bantul Tahun 2025 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan

fungsi Kapanewon Piyungan serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra

Kapanewon Piyungan Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran

Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2025

Realisasi

Perkiraan

) Tadh Target
No | Tujuan Sasaran Indikator Realisasi Tahun
Kinerja | Tahun | Tahun | Tahun
Sasaran 2022 | 2023 2024 2025
Terwujud | Meningkat | IKM 95.11 [95.28 94 95
nya nya Kapanewon
penyeleng | kualitas
garaan pelayanan
pemerinta | administra
han yang | si pada
berkinerja | masyarakat
tinggi dan

akuntabel




BAB 1IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan
rencana program/kegiatan/subkegiatan yang dilaksanakan oleh Kapanewon
Piyungan  Tahun 2025 disertai dengan indikator kinerja dan pagu
indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan Kapanewon

Piyungan Tahun 2025 disajkan pada tabel berikut:



Nama Perangkat Daerah : Kapanewon Piyungan

Tabel 4.1

Kabupaten Bantul

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

- Prakira Perangkat
Targe Realis Kelompo . .
. an . - Prakiraan Maju Rencana Daerah
t asi . Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan k
Urusan / . . Capaia Tahun 2024 Penanggu
. Akhir Capai Sasaran
Bidang Urusan . . n ng Jawab
No Kode / Program / Indikator Program / Perio an Target
. Kegiatan / Sub Kegiatan de RENJA Prioritas
Kegiatan / Sub RENJA I
. Renst OPD o . Sumber Pagu Indikatif
Kegiatan OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Target
ra Tahun Dana . (Rp)
oPD 2023 Tahun Nasional Daerah
2024
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Kapanewon Piyungan 3.973.414.028,00 4.749.269.175,0
0
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 100.000.000,00 150.000.000,00
22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 100.000.000,00 150.000.000,00
1 22 | 08 PROGRAM Cakupan Pembinaan - 100 Persen 100.000.000,00 - 150.000.000,00
PENYELENGGA Kelembagaan Adat dan
RAAN Tradisi
KEISTIMEWAA
N
YOGYAKARTA
URUSAN
KEBUDAYAAN
22 08 5.07 Adat, Seni, Capaian Kinerja - 100 Persen 100.000.000,00 Memperku Penguatan Masyara - 150.000.000,00
Tradisi dan Pembinaan Kelembagaan at good- kat
Lembaga Adat dan Tradisi Reformasi governance Kapane
Budaya Politik, pada berbagai won
Hukum, tingkatan Piyunga
dan Pemantapan n
Birokrasi, Layanan P[ublic
serta Berbasis
Memperku Teknologi
at Informatika
Pencegaha
ndan
Pemberant
asan
Korupsi,
Narkoba,
Judidan




Penyeludup
an

22 08 5.07 0006 Gelar Budaya Jogja
Jumlah Laporan Gelar 1 Laporan 100.000.000,00 Kab. BANTUAN Memperku Penguatan Masyara 150.000.000,00 KAPANEW
Budaya Yogyakarta Bantul, KEUANGA at good- kat ON
Piyung N Reformasi governance Kapane PIYUNGAN
an, KHUSUS Politik, pada berbagai won
Semua DARI Hukum, tingkatan Piyunga
Kel/De PEMERIN dan Pemantapan n
sa TAH Birokrasi, Layanan P[ublic
DAERAH serta Berbasis
PROVINSI Memperku Teknologi
at Informatika
Pencegaha
ndan
Pemberant
asan
Korupsi,
Narkoba,
Judidan
Penyeludup
an
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 40.000.000,00 66.040.000,00
01 SEKRETARIAT DAERAH 40.000.000,00 66.040.000,00
01 04 PROGRAM Persentase Perencanaan 100 Persen 40.000.000,00 66.040.000,00
PENYELENGGA dan Pengendalian
RAAN Urusan Keistimewaan
KEISTIMEWAA yang Berkualitas
N
YOGYAKARTA
URUSAN
KELEMBAGAAN
DAN
KETATALAKSAN
AAN
01 04 5.01 Penataan Capaian Kinerja 100 Persen 40.000.000,00 Memperku Penguatan Masyara 66.040.000,00
Kelembagaan Penataan Kelembagaan at good- kat
dan dan Ketatalaksanaan Reformasi governance Kapane
Ketatalaksanaa Keistimewaan Politik, pada berbagai won
n Hukum, tingkatan Piyunga
Keistimewaan dan Pemantapan n
Birokrasi, Layanan P[ublic
serta Berbasis
Memperku Teknologi
at Informatika

Pencegaha




ndan

Pemberant
asan
Korupsi,
Narkoba,
Judidan
Penyeludup
an
01 04 5.01 0007 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan
Jumlah Dokumen Hasil 3 Dokumen 40.000.000,00 Kab. BANTUAN Memperku Penguatan Masyara 66.040.000,00 KAPANEW
Penerapan Bantul, KEUANGA at good- kat ON
Keistimewaan di Piyung N Reformasi governance Kapane PIYUNGAN
Kapanewon/Kemantren an, KHUSUS Politik, pada berbagai won
dan Semua DARI Hukum, tingkatan Piyunga
Kalurahan/Kelurahan Kel/De PEMERIN dan Pemantapan n
yang Didampingi sa TAH Birokrasi, Layanan P[ublic
DAERAH serta Berbasis
PROVINSI Memperku Teknologi
at Informatika
Pencegaha
ndan
Pemberant
asan
Korupsi,
Narkoba,
Judidan
Penyeludup
an
UNSUR KEWILAYAHAN 242.399.500,00 690.750.000,00
01 KECAMATAN 242.399.500,00 690.750.000,00
01 | 02 PROGRAM Cakupan 95 Persen 35.050.000,00 165.000.000,00
PENYELENGGA Penyelenggaraan
RAAN Pemerintahan dan
PEMERINTAHA Pelayanan Publik
N DAN
PELAYANAN
PUBLIK
01 02 2.01 Koordinasi Capaian Kinerja 100 Persen 24.800.000,00 Memperku Penguatan - 115.000.000,00
Penyelenggara Penyelenggaraan at good-
an Kegiatan Pemerintahan Umum Reformasi governance
Kecamatan Politik, pada berbagai
Pemerintahan Hukum, tingkatan
di Tingkat dan Pemantapan
Kecamatan Birokrasi, Layanan P[ublic
serta Berbasis
Memperku Teknologi
at Informatika
Pencegaha
ndan

Pemberant




asan

Korupsi,
Narkoba,
Judidan
Penyeludup
an
01 02 2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
Jumlah Laporan 4 Laporan 14.175.000,00 Kab. DANA Memperku Penguatan 50.000.000,00 KAPANEW
Koordinasi/Sinergi Bantul, TRANSFE at good- ON
Perencanaan dan Piyung R UMUM- Reformasi governance PIYUNGAN
Pelaksanaan Kegiatan an, DANA Politik, pada berbagai
Pemerintahan dengan Semua ALOKASI Hukum, tingkatan
Perangkat Daerah dan Kel/De UMUM dan Pemantapan
Instansi Vertikal Terkait sa Birokrasi, Layanan P[ublic
serta Berbasis
Memperku Teknologi
at Informatika
Pencegaha
ndan
Pemberant
asan
Korupsi,
Narkoba,
Judidan
Penyeludup
an
01 02 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Jumlah Dokumen 4 Dokumen 10.625.000,00 Kab. DANA Memperku Penguatan 65.000.000,00 KAPANEW
Peningkatan Efektifitas Bantul, TRANSFE at good- ON
Kegiatan Pemerintahan Piyung R UMUM- Reformasi governance PIYUNGAN
di Tingkat Kecamatan an, DANA Politik, pada berbagai
Semua ALOKASI Hukum, tingkatanPeman
Kel/De UMUM dan tapan Layanan
sa Birokrasi, P[ublic Berbasis
serta Teknologi
Memperku Informatika
at
Pencegaha
ndan
Pemberant
asan
Korupsi,
Narkoba,
Judidan
Penyeludup

an




01 02 2.04 Pelaksanaan Capaian kinerja - 100 Persen 10.250.000,00 Memperku Penguatan 50.000.000,00
Urusan pelayanan kapanewon at good-
Pemerintahan Reformasi governance
yang Politik, pada berbagai
Dilimpahkan Hukum, tingkatan
kepada Camat dan Pemantapan
Birokrasi, Layanan P[ublic
serta Berbasis
Memperku Teknologi
at Informatika
Pencegaha
ndan
Pemberant
asan
Korupsi,
Narkoba,
Judidan
Penyeludup
an
01 02 2.04 0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
Jumlah Laporan 2 Laporan 10.250.000,00 Kab. DANA Memperku Penguatan 50.000.000,00 KAPANEW
Pelaksanaan Bantul, TRANSFE at good- ON
Nonperizinan pada Piyung R UMUM- Reformasi governance PIYUNGAN
Urusan Pemerintahan an, DANA Politik, pada berbagai
Semua ALOKASI Hukum, tingkatan
Kel/De UMUM dan Pemantapan
sa Birokrasi, Layanan P[ublic
serta Berbasis
Memperku Teknologi
at Informatika
Pencegaha
ndan
Pemberant
asan
Korupsi,
Narkoba,
Judidan
Penyeludup
an
01 03 PROGRAM Cakupan Pemberdayaan - 100 Persen 100.512.000,00 235.750.000,00
PEMBERDAYAA Kepada Masyarakat
N
MASYARAKAT
DESA DAN
KELURAHAN
01 03 2.01 Koordinasi Capaian Kinerja - 100 Persen 77.362.000,00 Memperku Penguatan 205.000.000,00
Kegiatan Pemberdayaan at good-
Pemberdayaan Masyarakat Desa Reformasi governance
Desa Politik, pada berbagai
Hukum, tingkatan
dan Pemantapan




Birokrasi,

Layanan P[ublic

serta Berbasis
Memperku Teknologi
at Informatika
Pencegaha
ndan
Pemberant
asan
Korupsi,
Narkoba,
Judidan
Penyeludup
an
01 | 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
Jumlah Lembaga 10 Lembaga 18.950.000,00 Kab. DANA Memperku Penguatan 30.000.000,00 KAPANEW
Kemasyarakatan yang Kemasyarak Bantul, TRANSFE at good- ON
Berpartisipasi dalam atan Piyung R UMUM- Reformasi governance PIYUNGAN
Forum Musyawarah an, DANA Politik, pada berbagai
Perencanaan Semua ALOKASI Hukum, tingkatan
Pembangunan di Desa Kel/De UMUM dan Pemantapan
sa Birokrasi, Layanan P[ublic
serta Berbasis
Memperku Teknologi
at Informatika
Pencegaha
ndan
Pemberant
asan
Korupsi,
Narkoba,
Judidan
Penyeludup
an
01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Jumlah Laporan 4 Laporan 58.412.000,00 Kab. DANA Memperku Penguatan 175.000.000,00 KAPANEW
Peningkatan Efektivitas Bantul, TRANSFE at good- ON
Kegiatan Pemberdayaan Piyung R UMUM- Reformasi governance PIYUNGAN
Masyarakat di Wilayah an, DANA Politik, pada berbagai
Kecamatan Semua ALOKASI Hukum, tingkatan
Kel/De UMUM dan Pemantapan
sa Birokrasi, Layanan P[ublic
serta Berbasis
Memperku Teknologi
at Informatika
Pencegaha
ndan
Pemberant
asan
Korupsi,
Narkoba,

Judidan




Penyeludup
an

01 03 2.03 Pemberdayaan Capaian Kinerja 100 23.150.000,00 Memperku Penguatan 30.750.000,00
Lembaga Pemberdayaan Lembaga Persen at good-
Kemasyarakata Kemasyarakatan Reformasi governance
n Tingkat Kecamatan Politik, pada berbagai
Kecamatan Hukum, tingkatan
dan Pemantapan
Birokrasi, Layanan P[ublic
serta Berbasis
Memperku Teknologi
at Informatika
Pencegaha
ndan
Pemberant
asan
Korupsi,
Narkoba,
Judidan
Penyeludup
an
01 03 2.03 0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
Jumlah Laporan Fasilitasi 2 Laporan 23.150.000,00 Kab. DANA Memperku Penguatan 30.750.000,00 KAPANEW
Pengembangan Usaha Bantul, TRANSFE at good- ON
Ekonomi Masyarakat Piyung R UMUM- Reformasi governance PIYUNGAN
an, DANA Politik, pada berbagai
Semua ALOKASI Hukum, tingkatan
Kel/De UMUM dan Pemantapan
sa Birokrasi, Layanan P[ublic
serta Berbasis
Memperku Teknologi
at Informatika
Pencegaha
ndan
Pemberant
asan
Korupsi,
Narkoba,
Judidan
Penyeludup
an
01 04 PROGRAM Cakupan Koordinasi 100 Persen 98.775.000,00 245.000.000,00
KOORDINASI Ketentraman dan
KETENTRAMAN Ketertiban Kapanewon
DAN
KETERTIBAN

UMUM




01 04 2.01 Koordinasi Capaian Kinerja - 100 Persen 98.775.000,00 Memperku Penguatan 245.000.000,00
Upaya penyelenggaraan at good-
Penyelenggara ketentraman dan Reformasi governance
an ketertiban umum Politik, pada berbagai
Ketenteraman Hukum, tingkatan
dan Ketertiban dan Pemantapan
Umum Birokrasi, Layanan P[ublic
serta Berbasis
Memperku Teknologi
at Informatika
Pencegaha
ndan
Pemberant
asan
Korupsi,
Narkoba,
Judidan
Penyeludup
an
01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
Jumlah Laporan Hasil 5 Laporan 98.775.000,00 Kab. DANA Memperku Penguatan 245.000.000,00 KAPANEW
Sinergitas dengan Bantul, TRANSFE at good- ON
Kepolisian Negara Piyung R UMUM- Reformasi governance PIYUNGAN
Republik Indonesia, an, DANA Politik, pada berbagai
Tentara Nasional Semua ALOKASI Hukum, tingkatan
Indonesia dan Instansi Kel/De UMUM dan Pemantapan
Vertikal di Wilayah sa Birokrasi, Layanan P[ublic
Kecamatan serta Berbasis
Memperku Teknologi
at Informatika
Pencegaha
ndan
Pemberant
asan
Korupsi,
Narkoba,
Judidan
Penyeludup
an
01 | 05 PROGRAM Cakupan Stabilitas - 100 Persen 8.062.500,00 45.000.000,00
PENYELENGGA Penyelenggaraan
RAAN URUSAN Pemerintahan Umum
PEMERINTAHA
N UMUM
01 05 2.01 Penyelenggara Capaian kinerja - 100 Persen 8.062.500,00 Memperku Penguatan 45.000.000,00
an Urusan penyelenggaraan at good-
Pemerintahan pemerintahan umum Reformasi governance
Umum Sesuai Politik, pada berbagai
Penugasan Hukum, tingkatan
Kepala Daerah dan Pemantapan
Birokrasi, Layanan P[ublic




serta Berbasis
Memperku Teknologi
at Informatika
Pencegaha
ndan
Pemberant
asan
Korupsi,
Narkoba,
Judidan
Penyeludup
an
01 05 2.01 0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Jumlah Orang yang 50 Orang 8.062.500,00 Kab. DANA Memperku Penguatan - 45.000.000,00 KAPANEW
Mengikuti Pembinaan Bantul, TRANSFE at good- ON
Wawasan Kebangsaan Piyung R UMUM- Reformasi governance PIYUNGAN
dan Ketahanan Nasional an, DANA Politik, pada berbagai
dalam rangka Semua ALOKASI Hukum, tingkatanPeman
Memantapkan Kel/De UMUM dan tapan Layanan
Pengamalan Pancasila, sa Birokrasi, P[ublic Berbasis
Pelaksanaan Undang- serta Teknologi
Undang Dasar Negara Memperku Informatika
Republik Indonesia at
Tahun 1945, Pelestarian Pencegaha
Bhinneka Tunggal lka n dan
serta Pemertahanan dan Pemberant
Pemeliharaan Keutuhan asan
Negara Kesatuan Korupsi,
Republik Indonesia Narkoba,
Judidan
Penyeludup
an
NON URUSAN 3.591.014.528,00 3.842.479.175,0
0
XX URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 3.591.014.528,00 3.842.479.175,0
0
XX | 01 PROGRAM Capaian nilai 85 angka 3.591.014.528,00 3.842.479.175,0
PENUNJANG Akuntabilitas Kinerja 0
URUSAN Instansi Pemerintah
PEMERINTAHA | (AKIP)
N DAERAH
KABUPATEN/K
OTA
XX 01 2.01 Perencanaan, Capaian kinerja 100 Persen 5.100.000,00 Memperku Penguatan Kapane 40.000.000,00
Penganggaran, perencanaan dan at good- won
dan Evaluasi evaluasi perangkat Reformasi governance Piyunga
Kinerja daerah Politik, pada berbagai n
Perangkat Hukum, tingkatan
Daerah dan Pemantapan
Birokrasi, Layanan P[ublic




serta Berbasis
Memperku Teknologi
at Informatika
Pencegaha
ndan
Pemberant
asan
Korupsi,
Narkoba,
Judidan
Penyeludup
an
XX 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen 7 Dokumen 2.550.000,00 Kab. DANA Memperku Penguatan Kapane 20.000.000,00 KAPANEW
Perencanaan Perangkat Bantul, TRANSFE at good- won ON
Daerah Piyung R UMUM- Reformasi governance Piyunga PIYUNGAN
an, DANA Politik, pada berbagai n
Semua ALOKASI Hukum, tingkatan
Kel/De UMUM dan Pemantapan
sa Birokrasi, Layanan P[ublic
serta Berbasis
Memperku Teknologi
at Informatika
Pencegaha
ndan
Pemberant
asan
Korupsi,
Narkoba,
Judidan
Penyeludup
an
XX | 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Jumlah Laporan Evaluasi 5 Laporan 2.550.000,00 Kab. DANA Memperku Penguatan Kapane 20.000.000,00 KAPANEW
Kinerja Perangkat Bantul, TRANSFE at good- won ON
Daerah Piyung R UMUM- Reformasi governance Piyunga PIYUNGAN
an, DANA Politik, pada berbagai n
Semua ALOKASI Hukum, tingkatan
Kel/De UMUM dan Pemantapan
sa Birokrasi, Layanan P[ublic
serta Berbasis
Memperku Teknologi
at Informatika
Pencegaha
ndan
Pemberant
asan
Korupsi,
Narkoba,

Judi dan




Penyeludup
an

XX 01 2.02 Administrasi Capaian kinerja 100 Persen 3.038.373.608,00 Memperku Penguatan Kapane 2.546.088.175,0
Keuangan pengadministrasian at good- won 0
Perangkat keuangan perangkat Reformasi governance Piyunga
Daerah daerah Politik, pada berbagai n
Hukum, tingkatan
dan Pemantapan
Birokrasi, Layanan P[ublic
serta Berbasis
Memperku Teknologi
at Informatika
Pencegaha
ndan
Pemberant
asan
Korupsi,
Narkoba,
Judidan
Penyeludup
an
XX | 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Jumlah Orang yang 19 2.989.113.608,00 Kab. DANA Memperku Penguatan Kapane 2.478.088.175,0 KAPANEW
Menerima Gaji dan Orang/bula Bantul, TRANSFE at good- won 0 ON
Tunjangan ASN n Piyung R UMUM- Reformasi governance Piyunga PIYUNGAN
an, DANA Politik, pada berbagai n
Semua ALOKASI Hukum, tingkatan
Kel/De UMUM dan Pemantapan
sa Birokrasi, Layanan P[ublic
serta Berbasis
Memperku Teknologi
at Informatika
Pencegaha
ndan
Pemberant
asan
Korupsi,
Narkoba,
Judidan
Penyeludup
an
XX | 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Jumlah Dokumen Hasil 3 Dokumen 44.160.000,00 Kab. DANA Memperku Penguatan Kapane 65.000.000,00 KAPANEW
Penyediaan Administrasi Bantul, TRANSFE at good- won ON
Pelaksanaan Tugas ASN Piyung R UMUM- Reformasi governance Piyunga PIYUNGAN
an, DANA Politik, pada berbagai n
Semua Hukum, tingkatan




Kel/De ALOKASI dan Pemantapan
sa UMUM Birokrasi, Layanan P[ublic
serta Berbasis
Memperku Teknologi
at Informatika
Pencegaha
ndan
Pemberant
asan
Korupsi,
Narkoba,
Judidan
Penyeludup
an
XX 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
Jumlah Laporan 22 Laporan 5.100.000,00 Kab. DANA Memperku Penguatan Kapane 3.000.000,00 KAPANEW
Keuangan Bulanan/ Bantul, TRANSFE at good- won ON
Triwulanan/ Semesteran Piyung R UMUM- Reformasi governance Piyunga PIYUNGAN
SKPD dan Laporan an, DANA Politik, pada berbagai n
Koordinasi Penyusunan Semua ALOKASI Hukum, tingkatan
Laporan Keuangan Kel/De UMUM dan Pemantapan
Bulanan/Triwulanan/Se sa Birokrasi, Layanan P[ublic
mesteran SKPD serta Berbasis
Memperku Teknologi
at Informatika
Pencegaha
ndan
Pemberant
asan
Korupsi,
Narkoba,
Judidan
Penyeludup
an
XX 01 2.05 Administrasi Capaian kinerja - 100 Persen 2.550.000,00 Memperku Penguatan Kapane 3.000.000,00
Kepegawaian pengadministrasi at good- won
Perangkat kepegawaian perangkat Reformasi governance Piyunga
Daerah Daerah Politik, pada berbagai n
Hukum, tingkatan
dan Pemantapan
Birokrasi, Layanan P[ublic
serta Berbasis
Memperku Teknologi
at Informatika
Pencegaha
ndan
Pemberant
asan
Korupsi,
Narkoba,

Judidan




Penyeludup
an

XX | 01 2.05 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
Jumlah Dokumen 1 Dokumen 2.550.000,00 Kab. DANA Memperku Penguatan Kapane 3.000.000,00 KAPANEW
Monitoring, Evaluasi, Bantul, TRANSFE at good- won ON
dan Penilaian Kinerja Piyung R UMUM- Reformasi governance Piyunga PIYUNGAN
Pegawai an, DANA Politik, pada berbagai n
Semua ALOKASI Hukum, tingkatan
Kel/De UMUM dan Pemantapan
sa Birokrasi, Layanan P[ublic
serta Berbasis
Memperku Teknologi
at Informatika
Pencegaha
ndan
Pemberant
asan
Korupsi,
Narkoba,
Judidan
Penyeludup
an
XX 01 2.06 Administrasi Capaian kinerja - 100 Persen 154.386.606,00 Memperku Penguatan Kapane 469.800.000,00
Umum pengelolaan at good- won
Perangkat administrasi umum Reformasi governance Piyunga
Daerah Politik, pada berbagai n
Hukum, tingkatan
dan Pemantapan
Birokrasi, Layanan P[ublic
serta Berbasis
Memperku Teknologi
at Informatika
Pencegaha
ndan
Pemberant
asan
Korupsi,
Narkoba,
Judidan
Penyeludup
an
XX | 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Peneranga

n Bangunan Kantor




Jumlah Paket Komponen 4 Paket 8.195.170,00 Kab. DANA Memperku Penguatan Kapane 40.000.000,00 KAPANEW
Instalasi Bantul, TRANSFE at good- won ON
Listrik/Penerangan Piyung R UMUM- Reformasi governance Piyunga PIYUNGAN
Bangunan Kantor yang an, DANA Politik, pada berbagai n
Disediakan Semua ALOKASI Hukum, tingkatanPeman
Kel/De UMUM dan tapan Layanan
sa Birokrasi, P[ublic Berbasis
serta Teknologi
Memperku Informatika
at
Pencegaha
ndan
Pemberant
asan
Korupsi,
Narkoba,
Judidan
Penyeludup
an
XX 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Paket Peralatan 4 Paket 17.812.136,00 Kab. DANA Memperku Penguatan Kapane 55.000.000,00 KAPANEW
dan Perlengkapan Kantor Bantul, TRANSFE at good- won ON
yang Disediakan Piyung R UMUM- Reformasi governance Piyunga PIYUNGAN
an, DANA Politik, pada berbagai n
Semua ALOKASI Hukum, tingkatan
Kel/De UMUM dan Pemantapan
sa Birokrasi, Layanan P[ublic
serta Berbasis
Memperku Teknologi
at Informatika
Pencegaha
ndan
Pemberant
asan
Korupsi,
Narkoba,
Judidan
Penyeludup
an
XX | 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah Paket Peralatan 4 Paket 8.301.100,00 Kab. DANA Memperku Penguatan Kapane 43.000.000,00 KAPANEW
Rumah Tangga yang Bantul, TRANSFE at good- won ON
Disediakan Piyung R UMUM- Reformasi governance Piyunga PIYUNGAN
an, DANA Politik, pada berbagai n
Semua ALOKASI Hukum, tingkatan
Kel/De UMUM dan Pemantapan
sa Birokrasi, Layanan P[ublic
serta Berbasis
Memperku Teknologi
at Informatika

Pencegaha




ndan
Pemberant
asan
Korupsi,
Narkoba,
Judidan
Penyeludup
an

XX

01

0005

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah Paket Barang
Cetakan dan
Penggandaan yang
Disediakan

4 Paket

12.355.200,00

Kab.
Bantul,
Piyung
an,
Semua
Kel/De
sa

DANA
TRANSFE
R UMUM-
DANA
ALOKASI
UMUM

Memperku
at
Reformasi
Politik,
Hukum,
dan
Birokrasi,
serta
Memperku
at
Pencegaha
ndan
Pemberant
asan
Korupsi,
Narkoba,
Judidan
Penyeludup
an

Penguatan
good-
governance
pada berbagai
tingkatan
Pemantapan
Layanan P[ublic
Berbasis
Teknologi
Informatika

Kapane
won
Piyunga
n

45.000.000,00

KAPANEW
ON
PIYUNGAN

XX

01

2.06

0006

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Dokumen Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
yang Disediakan

1 Dokumen

2.400.000,00

Kab.
Bantul,
Piyung
an,
Semua
Kel/De
sa

DANA
TRANSFE
R UMUM-
DANA
ALOKASI
UMUM

Memperku
at
Reformasi
Politik,
Hukum,
dan
Birokrasi,
serta
Memperku
at
Pencegaha
ndan
Pemberant
asan
Korupsi,
Narkoba,
Judidan
Penyeludup
an

Penguatan
good-
governance
pada berbagai
tingkatan
Pemantapan
Layanan P[ublic
Berbasis
Teknologi
Informatika

Kapane
won
Piyunga
n

6.800.000,00

KAPANEW
ON
PIYUNGAN

XX

01

2.06

0009

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD




Jumlah Laporan 250 100.693.000,00 Kab. DANA Memperku Penguatan Kapane 249.000.000,00 KAPANEW
Penyelenggaraan Rapat Laporan Bantul, TRANSFE at good- won ON
Koordinasi dan Piyung R UMUM- Reformasi governance Piyunga PIYUNGAN
Konsultasi SKPD an, DANA Politik, pada berbagai n
Semua ALOKASI Hukum, tingkatan
Kel/De UMUM dan Pemantapan
sa Birokrasi, Layanan P[ublic
serta Berbasis
Memperku Teknologi
at Informatika
Pencegaha
ndan
Pemberant
asan
Korupsi,
Narkoba,
Judidan
Penyeludup
an
XX | 01 2.06 0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
Jumlah Dokumen 1 Dokumen 2.080.000,00 Kab. DANA Memperku Penguatan Kapane 30.000.000,00 KAPANEW
Penatausahaan Arsip Bantul, TRANSFE at good- won ON
Dinamis pada SKPD Piyung R UMUM- Reformasi governance Piyunga PIYUNGAN
an, DANA Politik, pada berbagai n
Semua ALOKASI Hukum, tingkatan
Kel/De UMUM dan Pemantapan
sa Birokrasi, Layanan P[ublic
serta Berbasis
Memperku Teknologi
at Informatika
Pencegaha
ndan
Pemberant
asan
Korupsi,
Narkoba,
Judidan
Penyeludup
an
XX | 01 2.06 0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
Jumlah Dokumen 1 Dokumen 2.550.000,00 Kab. DANA Memperku Penguatan Kapane 1.000.000,00 KAPANEW
Dukungan Pelaksanaan Bantul, TRANSFE at good- won ON
Sistem Pemerintahan Piyung R UMUM- Reformasi governance Piyunga PIYUNGAN
Berbasis Elektronik pada an, DANA Politik, pada berbagai n
SKPD Semua ALOKASI Hukum, tingkatan
Kel/De UMUM dan Pemantapan
sa Birokrasi, Layanan P[ublic
serta Berbasis
Memperku Teknologi
at Informatika

Pencegaha




ndan

Pemberant
asan
Korupsi,
Narkoba,
Judidan
Penyeludup
an
XX 01 2.07 Pengadaan Capaian kinerja 100 Persen 24.000.000,00 Memperku Penguatan Kapane 200.000.000,00
Barang Milik pengadaan barang milik at good- won
Daerah daerah Reformasi governance Piyunga
Penunjang Politik, pada berbagai n
Urusan Hukum, tingkatan
Pemerintah dan Pemantapan
Daerah Birokrasi, Layanan P[ublic
serta Berbasis
Memperku Teknologi
at Informatika
Pencegaha
ndan
Pemberant
asan
Korupsi,
Narkoba,
Judidan
Penyeludup
an
XX | 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah Unit Peralatan 7 Unit 24.000.000,00 Kab. DANA Memperku Penguatan Kapane 200.000.000,00 KAPANEW
dan Mesin Lainnya yang Bantul, TRANSFE at good- won ON
Disediakan Piyung R UMUM- Reformasi governance Piyunga PIYUNGAN
an, DANA Politik, pada berbagai n
Semua ALOKASI Hukum, tingkatan
Kel/De UMUM dan Pemantapan
sa Birokrasi, Layanan P[ublic
serta Berbasis
Memperku Teknologi
at Informatika
Pencegaha
ndan
Pemberant
asan
Korupsi,
Narkoba,
Judidan
Penyeludup

an




XX 01 2.08 Penyediaan Capaian kinerja - 100 Persen 189.620.464,00 Memperku Penguatan Kapane 305.000.000,00
Jasa Penunjang penyediaan jasa at good- won
Urusan penunjang urusan Reformasi governance Piyunga
Pemerintahan pemerintah daerah Politik, pada berbagai n
Daerah Hukum, tingkatan
dan Pemantapan
Birokrasi, Layanan P[ublic
serta Berbasis
Memperku Teknologi
at Informatika
Pencegaha
ndan
Pemberant
asan
Korupsi,
Narkoba,
Judidan
Penyeludup
an
XX 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Laporan 12 Laporan 66.000.000,00 Kab. DANA Memperku Penguatan Kapane 80.000.000,00 KAPANEW
Penyediaan Jasa Bantul, TRANSFE at good- won ON
Komunikasi, Sumber Piyung R UMUM- Reformasi governance Piyunga PIYUNGAN
Daya Air dan Listrik yang an, DANA Politik, pada berbagai n
Disediakan Semua ALOKASI Hukum, tingkatan
Kel/De UMUM dan Pemantapan
sa Birokrasi, Layanan P[ublic
serta Berbasis
Memperku Teknologi
at Informatika
Pencegaha
ndan
Pemberant
asan
Korupsi,
Narkoba,
Judidan
Penyeludup
an
XX | 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Laporan 4 Laporan 12.400.000,00 Kab. DANA Memperku Penguatan Kapane 50.000.000,00 KAPANEW
Penyediaan Jasa Bantul, TRANSFE at good- won ON
Peralatan dan Piyung R UMUM- Reformasi governance Piyunga PIYUNGAN
Perlengkapan Kantor an, DANA Politik, pada berbagai n
yang Disediakan Semua ALOKASI Hukum, tingkatanPeman
Kel/De UMUM dan tapan Layanan
sa Birokrasi, P[ublic Berbasis
serta Teknologi
Memperku Informatika
at

Pencegaha




ndan
Pemberant
asan
Korupsi,
Narkoba,
Judidan
Penyeludup
an

XX

01

0004

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor
yang Disediakan

4 Laporan

111.220.464,00

Kab.
Bantul,
Piyung
an,
Semua
Kel/De
sa

DANA
TRANSFE
R UMUM-
DANA
ALOKASI
UMUM

Memperku
at
Reformasi
Politik,
Hukum,
dan
Birokrasi,
serta
Memperku
at
Pencegaha
ndan
Pemberant
asan
Korupsi,
Narkoba,
Judidan
Penyeludup
an

Penguatan
good-
governance
pada berbagai
tingkatan
Pemantapan
Layanan P[ublic
Berbasis
Teknologi
Informatika

Kapane
won
Piyunga
n

175.000.000,00

KAPANEW
ON
PIYUNGAN

XX

01

2.09

Pemeliharaan
Barang Milik
Daerah
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah

Capaian kinerja
pemeliharaan barang
milik daerah

100 Persen

176.983.850,00

Memperku
at
Reformasi
Politik,
Hukum,
dan
Birokrasi,
serta
Memperku
at
Pencegaha
ndan
Pemberant
asan
Korupsi,
Narkoba,
Judidan
Penyeludup
an

Penguatan
good-
governance
pada berbagai
tingkatan
Pelestarian
Lingkungan dan
Pengurangan
Risiko Bencana

Kapane
won
Piyunga
n

278.591.000,00

XX

01

0001

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan




Jumlah Kendaraan 7 Unit 164.821.550,00 Kab. DANA Memperku Penguatan Kapane 170.000.000,00 KAPANEW
Perorangan Dinas atau Bantul, TRANSFE at good- won ON
Kendaraan Dinas Jabatan Piyung R UMUM- Reformasi governance Piyunga PIYUNGAN
yang Dipelihara dan an, DANA Politik, pada berbagai n
dibayarkan Pajaknya Semua ALOKASI Hukum, tingkatan
Kel/De UMUM dan Pelestarian
sa Birokrasi, Lingkungan dan
serta Pengurangan
Memperku Risiko Bencana
at
Pencegaha
ndan
Pemberant
asan
Korupsi,
Narkoba,
Judidan
Penyeludup
an
XX | 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Jumlah Sarana dan 2 Unit 12.162.300,00 Kab. DANA Memperku Penguatan Kapane 108.591.000,00 KAPANEW
Prasarana Gedung Bantul, TRANSFE at good- won ON
Kantor atau Bangunan Piyung R UMUM- Reformasi governance Piyunga PIYUNGAN
Lainnya yang an, DANA Politik, pada berbagai n
Dipelihara/Direhabilitasi Semua ALOKASI Hukum, tingkatan
Kel/De UMUM dan Pemantapan
sa Birokrasi, Layanan P[ublic
serta Berbasis
Memperku Teknologi
at Informatika
Pencegaha
ndan
Pemberant
asan
Korupsi,
Narkoba,
Judidan
Penyeludup
an
JUMLAH 3.973.414.028,00 4.749.269.175,00




BAB V.
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2025. Dokumen ini
disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten
Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun
2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2021-2026 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul
Nomor 34 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2025.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 akan menjadi pedoman
Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2025.
Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 akan menjadi dasar evaluasi
hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2025.
Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dilakukan
setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut
ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan,
meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi
dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang
menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan

untuk tahun berjalan, dapat dilakukan penyesuaian.

PANEWU PIYUNGAN,

MUHEAMMAD BARIED, S.Sos. MM
NIP 196910311991021001



